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ABSTRAK

Perkara sengketa ekonomi syariah, dengan gugatan tentang wanprestasi
yang dilakukan para Tergugat pada akad pembiayaan rahn pada 3 Mei 2016. Pada
8 September 2016 dilakukan pembayaran Rp. 118.639.000 oleh para Tergugat
pembayaran tersebut dipahami sebagai pelunasan dan pengambilan jaminan.
Walaupun jumlah tersebut sesuai perhitungan Penggugat, namun ada kesalahan
hitung dari Penggugat akibat system eror. Hal ini telah dikomunikasikan kepada
para Tergugat, namun para Tergugat menganggap pembiayaan sudah lunas.
Sampai jatuh tempo 3 Mei 2020, para Tergugat tidak melakukan pembayaran
sesuai kesepakatan. Perhitungan sampai bulan Maret 2020 para Tergugat hanya
membayar kewajibannya yaitu angsuran pokok sebesar Rp. 130.000.000. Hakim
menolak gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan kedua belah pihak
melakukan akad secara sukarela dan sesuai kesepakatan. Hakim juga
mempertimbangkan berakhirnya akad serta dikembalikannya barang jaminan
maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat kepada Penggugat.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan
hakim dalam memutus sengketa wanpresatasi dalam akad pembiayaan rahn
perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library
research). Sumber data primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Sleman
Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA. S.mn, sedangkan sumber data sekunder berupa buku,
artikel, jurnal atau literatur lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Adapun
metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Metode
analisis yang digunakan yaitu kategori analisis isi (content analysis).

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara sengketa
wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn menggunakan Pasal 20 dan 22 KHES
serta Pasal 1320 dan Pasal 25 POJK. Pertimbangan hakim perspektif hukum Islam
sudah sesuai, hakim mempertimbangkan kedua belah pihak telah melaksanakan
akad tersebut secara sukarela dan sesuai kesepakatan, hakim juga
mempertimbangkan berakhirnya akad serta dikembalikannya jaminan kepada para
Tergugat, maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat terkait akad pembiayaan
rahn pada 3 Mei 2016. Perihal kesalahan hitung dari Penggugat, para Tergugat
tidak dapat dikenai ganti rugi karena hal tersebut bukan kesalahan dari debitur.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad Pembiayaan Rahn, Putusan Pengadilan



MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
~Al-Insyirah: 6~
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Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga syafaatnya selalu
menyertai kami sebagai umatnya. Dengan rasa terimakasih dan kasih sayangnya
yang tulus, dengan selesainya skripsi ini penulis mempersembahkan skripsi ini
untuk kedua orang tua, Bapak Tukim dan lbu Sariyem yang telah merawat,
membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan
semangat, motivasi, nasihat, dukungan, dan doa yang selalu dipanjatkan untuk

anaknya. Skripsi ini juga dipersembahkan untuk adiku Najwa Dwi Fitriani.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Repubik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
o Ba B Be
- Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik
diatas)
Jim J Je
C
c Ha H Ha (dengan titik
diatas)
. Kha Kh Ka dan Ha
5 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik
diatas)
Ra R Er
)
: Zai Z Zet
J
Sin S Es
S
r Syin Sy Es dan ye
Sad S Es (dengan titik di
?
bawah)
. Dad D De (dengan titk di
?
bawah)
5L Ta T Te (dengan titik di
bawah)
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2.

3.

5L Za Z Zet (dengan titk di
bawah)
¢ ‘Ain < Apostrof terbalik
. Gain G Ge
C
b Fa F Ef
3 Qof Q Qi
5| Kaf K Ka
J Lam L El
. Mim M Em
3 Nun N En
P Wau W We
A Ha H Ha
. Hamzah % Apostrof
o Ya Y Ye
Vokal
Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
) Kasrah I I
s Dammah U U
Maddah
Harkat dan Nama Huruf dan tanda Nama
Huruf
10 Fathah dan alif atau a a dan garis
ya diatas




<() Kasrah dan ya I i darl garis
diatas
0 dammah dan wau u u dan garis
PAC .
diatas
Contoh:
ol I mata

4, Ta Marbutah

Transliterasi untuk za marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah (h)

JLé.laY\zb.bj)

Ditulis raudah al- atfal

LS4

Ditulis al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Ly Ditulis rabbana
st Ditulis a/-haqq
6. Kata Sandang
2 ) Ditulis al-syamsu
SSUI Ditulis al-biladu
7. Hamzah
o0 Ditulis ta’muruna
¢ Ditulis syai’un
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari segi sosial, tanpa adanya bantuan dari orang lain manusia pasti
tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
Walaupun dari segi harta dan kedudukan manusia mempunyai lebih, tetapi
pada hakikatnya manusia akan membutuhkan orang lain. Aristoteles
menyatakan bahwa dalam sepanjang hidup didunia, pada kenyataannya
belum ada manusia yang hidup sendiri, meskipun ada beberapa yang hidup
sendiri itupun hanya dalam jangka waktu tertentu. Berkomunikasi,
bersosialisasi, berinteraksi itu merupakan sifat dasar dari manusia dengan
manusia lainnya, bahkan manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial
sejak lahir kedunia. Manusia sebagai individu pasti mempunyai beragam
kepentingan yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan manusia sebagai
makhluk akan memikirkan kehidupan dirinya sebagai seorang individu.
Kepentingan manusia satu dengan lainnya ini berbeda, maka dari itu manusia
pasti akan membutuhkan orang lain dan timbulah interaksi antar sesama
manusia. Pada diri manusia melekat kepentingan pribadi, kepentingan itu
sesuai dengan tingkah laku dari masing-masing individu. Selain kepentingan
pribadinya, sebagai manusia dalam bermasyarakat di kehidupannya harus

dipertahankan, karena hal ini termasuk suatu kodrati manusia agar dapat



meneruskan kehidupannya. Hubungan satu orang dengan yang lainnya akan
terbentuk, saling mengenal dan mepengaruhi dalam kehidupannya.*

Jika kita berbicara ataupun mendengar kata hukum yang akan terlintas
dalam pikiran Kita yaitu sesuatu norma atau aturan yang kaitanya dengan
perbuatan manusia atau masyarakat. Dari segi bentuknya hukum dibagi
kedalam tiga kategori yaitu: hukum adat, barat serta Islam. Hukum adat
merupakan hukum yang berlaku dimasyarakat perdesaan dan biasanya hukum
adat bersifat tidak tertulis melainkan dilakukan secara turun temurun dari
nenek moyang. Hukum barat merupakan hukum yang dituangkan dalam
sebuah undang-undang dan bentuknya secara tertulis untuk mengatur sebuah
hubungan manusia dengan manusia atau juga digunakan untuk mengatur
benda. Sedangkan hukum Islam merupakan hukum yang dibuat untuk
mengatur sesama manusia dengan manusia, manusia dengan benda atau
hubungan dengan yang lain, dasar dari hukum Islam ditetapkan oleh Allah
SWT yang dijadikan pedoman hidup manusia.

Dalam sebuah Negara hukum merupakan suau hal yang penting,
karena mengatur tatanan hidup masyarakat, berdasarkan pada Pancasila dan
Undang-undang 1945 agar terciptanya masyarakat yang tertib, tenteram, dan
damai. Dalam hal ini lembaga atau kekuasaan kehakiman juga diberi
wewenang dalam berpartisipasi guna menegakan hukum, yang diharapkan

agar terciptanya keadilan bagi masyarakat serta dapat menegakan hukum.

! Sri Wariyati, Memahami Dasar llmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2018), him. 14-15.

2 Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 9.



Salah satu badan hukum atau lembaga peradilan yang mampu menegakan
keadilan, ketertiban, kebenaran, serta kepastian hukum yaitu Badan Peradilan
Agama yang mempunyai ruang lingkup yang mengadili sengketa tertentu.
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 14 Tahun 1970.3

Peradilan Agama merupakan instansi yang berwenang dalam
mengadili suatu sengketa dibawah kekuasaan kehakiman hal ini dijelaskan
dalam pasal 2. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelidiki,
memutus, dan mengadili suatu sengketa tertentu pada tingkat pertama atau
banding dikhususkan bagi masyarakat dengan kategori Islam mengenai:
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, sedekah dan, ekonomi
syariah.

Seorang hakim independensinya dalam menjalankan tugasnya dijamin
pada peraturan pokok hukum peradilan. Peradilan agama menangani perkara
dengan golongan masyarakat bagi kelompok yang beragama islam
kedudukannya sama dengan peradilan lain. Dengan demikian isu-isu yang
secara hukum dapat melemahkan posisi pengadilan agama, seperti
persetujuan Pengadilan Negeri untuk membuat keputusan Pengadilan agama
dapat dihilangkan®

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan kegiatan atau bisnis
yang dilakukan menurut prinsip syariah yaitu: bank syariah, lembaga
keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana investasi

syariah, obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah, surat berharga

% Mardani, Hukum Islam, him. 258.
4 Mardani, Hukum Islam, him. 263.



syariah, sekuritas syariah, gadai syariah, dana pensiun lembaga keuangan
syariah, serta bisnis syariah, dan salah satunya yaitu pembiayaan syariah. Hal
ini tertuang pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama

Kegiatan usaha ekonomi maupun dalam sebuah bisnis Negara
Republik Indonesia memberi kebebasan kepada masyarakatnya menurut
ajaran agama mereka yang dianutnya. Tapi itu perlu diperhatikan, hukum
ekonomi syariah ini sifatnya mengikat jika memperoleh penguatan serta
legitimasi oleh lembaga pemerintah pada positif hukum dalam bentuk
Undang-Undang, peraturan, serta bermacam-macam produk hukum lainnya
dan sesuai pada macam-macam hukum ekonomi syariah.’

Koperasi syariah adalah badan usaha yang bergerak dibidang syariah
berupa simpan pinjam serta pembiayaan lainnya dan menurut peraturan yang
menjadi ketetapan DSN-MUI. Koperasi syariah merupakan bentuk syirkah
dan memiliki arti serikat dalam menjalankan modal dalam tujuan
mendapatkan keuntungan. Ada dua jenis koperasi syariah antara lain:
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). Koperasi Simpan Pinjam serta
Pembiayaan Syariah merupakan koperasi bergerak dibidang simpan dan
pinjam serta pembiayaan syariah, antara lain: pengelolaan zakat, sedekah,
infak, serta wakaf. Adapun Unit Simpan Pinjam Pembiayaan syariah

merupakan unit koperasi dibidang usaha seperti: simpan pinjam, pembiayaan

> Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan
dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2019), him. 3-4.



berbasis syariah, pengelolaan sedekah, zakat, infak serta wakaf. serta aktifitas
lainnya.®

Namun ada saja masalah yang masih menjadi kendala dalam koperasi
Indonesia yaitu: a) regulasi dan koordinasi yang masih kurang mendukung, b)
campur tangan dan bantuan dari pemerintah yang tidak konsisten, c) dari segi
internal maupun eksternal, pengawasan terhadap koperasi masih kurang, d)
kontribusi anggota yang masih kurang atau belum optimal, ) kompetensi
sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang kurang memadai, f)
kemampuan koperasi dalam mengadopsi Teknologi Informasi (IT).’

Wanprestasi dapat diartikan sebagai mengingkari janji, atau tidak
menepati janji sebagai perbuatan di antara salah satu pihak yang memiliki
ikatan dengan suatu perjanjian atau kesepakatan, dan tidak melakukan
kewajibannya serta prestasinya atas kesepakatan kedua belah pihak. Ridwan
Khairandy berpendapat wanprestasi merupakan keadaan pihak debitur tidak
menjalankan kewajibannya telah ditetapkan pada perjanjian atau kesepakatan
kedua belah pihak. Debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah
ditentukan pada undang-undang, pihak debitur juga tidak menepati janjinya
dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati secara bersama.® Dalam pasal
1267 BW akibat dari tidak terpenuhinya wanprestasi, yaitu dengan cara

apakah dia masih bisa menepati janjinya dan dapat dilakukan, memaksa pihak

® Tati Handayani dkk, Monografi Strategi Marketing Koperasi Syariah (Cirebon: Insania,
2022), him. 6.

" Arif Budimanta, Pancasilanomics Jalan Keadilan dan Kemakmuran (Bogor: IPB Press,
2020), him. 40.

& Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-Pokok Hukum Kontrak (Makasar: CV. Social
Politic Genius (Sign), 2019), him. 122.



lain untuk menepati janjinya, atau dengan cara pembatalan perjanjian disertai
dengan penggantian kerugian, biaya, serta bunga yang dialami pihak
kreditur.?

Sedangkan dalam Fikih rahn atau sering disebut dengan gadai
menurut bahasa berarti jaminan, tetap, dan kekal. Perjanjian ini sering disebut
dengan jaminan, agunan, dan rungguhan. Menurut beberapa ulama fikih
mendefinisikan rahn antara lain:

Ulama Hanafiyah mendefinisikan rahn, yaitu menggunakan barang
untuk jaminan atas utang yang kemungkinan digunakan untuk pembayaran
utang tersebut, secara sebagian atau bahkan seluruhnya. Ulama Malikiyah
berpendapat rahn yaitu harta dari pemilik utang yang dijadikan sebagai
jamninan utangnya dan bersifat mengikat, bersifat materi serta barang yang
dijadikan sebagai jaminan memiliki nilai manfaat, dalam hal ini barang
jaminan yang diberikan tidak harus secara tunai melainkan ada nilai manfaat
terhadap barangnya. Ulama Hanabilah berpendapat rahn yaitu untuk membuat
harta debitur sebagai jaminan, dan kemungkinan orang yang berhutang tidak
dapat membayar hutangnya. Menurut ulama Shafi’iyah rahn menjadikan
barang untuk di jadikan jaminan utang yang memiliki sifat materi.™

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Sleman yaitu menangani
perkara ekonomi syariah dengan nomor putusan 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn.
Penggugat mengajukan gugatan sederhana dikarenakan perselisihan ekonomi

syariah, surat gugatannya pada tanggal 11 Oktober 2021 yang didaftarkan di

° Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-Pokok Hukum, him. 125.
% Api Azam Al-Hadj,, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: PT RajaGrafindo Persada,
2017), him. 160-161.



Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. Dengan gugatan
adanya wanprestasi yang dilakukan kepada Para Tergugat pada akad
pembiayaan rahn pada 03 Mei 2016.

Sengketa pembiayaan syariah ini bermula ketika Penggugat dan Para
Tergugat menandatangani akad pembiayaan rahn, Selasa 3 Mei 2016 sebesar
Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Para Tergugat akan membayar hutang
tersebut dengan angsuran bulanan dengan rincian Rp. 7. 996.667 (tujuh juta
sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
dan dibayar 48 bulan dengan batas waktu pembayaran pada tanggal 3 Mei
2020. Pada 7 September 2016 Para Tergugat akan melunasi pembiayaan,
Penggugat kemudian menghitung jumlah yang harus dibayar. Keesokan
harinya Tergugat melakukan pembayaran sesuai perhitungan Penggugat
sebesar Rp. 118.639.000 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh
sembilan ribu rupiah) para Tergugat memahaminya sebagai pelunasan sisa
pembiayaan, penutupan pembiayaan, serta pengambilan jaminan. Namun
setelah pelunasan pembiayaan ternyata ada kesalahan hitung karena system
eror dari Penggugat hal ini telah dikomunikasikan secara lisan dan tulisan
tetapi, para Tergugat tidak menanggapinya, menganggap bahwa pembiayaan
rahn sudah dibayarkan. Tanggal 03 Mei 2020 para Tergugat tidak membayar
sesuai kesepakatan, pada Maret 2020, para Tergugat hanya membayar
angsuran pokok Rp. 130.000.000 kewajibannya sebesar Rp. 200.000.000 dan
kekurangannya sebesar Rp. 70.000.000. Pihak Penggugat telah mendatangi

para Tergugat secara langsung maupun melalui surat peringatan. Dan pihak



Penggugat menganggap bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi
terhadap akad pembiayaan rahn.

Para Tergugat membantah melakukan wanprestasi dalam akad
pembiayaan rahn, karena Tergugat memenuhi kewajiban dalam pelunasan
akad pembiayaan rahn kepada Penggugat. Para Tergugat telah menyampaikan
kesimpulan secara tertulis menyatakan bahwa, pada bulan September 2016,
Para Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp. 119.875.000 ke rekening BCA
atas nama Abdul Latif, S.E, (Direktur), pembayaran pada bulan September
2016 dipahami bersama antara Penggugat dan para Tergugat sebagai pelunasan,
Penggugat mengembalikan jaminan Tergugat secara penuh sebagai bukti
pelunasan fasilitas akad pembiayaan rahn. Hakim menolak gugatan Penggugat
dengan mempertimbangkan kedua belah pihak telah melakukan akad tersebut
secara sukarela dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hakim juga
mempertimbangkan berakhirnya akad serta dikembalikannya barang jaminan
terhadap maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat kepada Penggugat
terkait akad pembiayaan rahn pada 3 Mei 2016."

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
menganalisis isi putusan terkait, apakah pertimbangan hakim sudah sesuai
dan hakim bisa dikatakan adil dalam perkara ini, dengan mengambil judul
skripsi mengenai “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM AKAD PEMBIAYAAN RAHN (Analisis Putusan Pengadilan

Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn)”.

11 salinan Putusan No.11/Pdt.G.5/2021/PA. Smn



B. Penegasan Istilah
Penegasan istilah digunakan menjelaskan mengenai istilah-istilah
yang ada dalam penelitian, supaya tidak terjadi kesalahpahaman khususnya
bagi para pembaca diantaranya:
1. Sengketa Ekonomi Syariah
Sengketa ekonomi syariah merupakan perselisihan antara satu
orang atau lebih pelaku ekonomi yang disebabkan oleh suatu kepentingan
yang berbeda, dibidang ekonomi syariah, dan dapat menimbulkan akibat
hukum bagi keduanya serta dapat menimbukan sanksi hukum terhadap
salah satu pihak.*
2. Wanprestasi
Wanprestasi dapat diartikan sebagai mengingkari janji, atau
tidak menepati janji sebagai perbuatan dari salah satu pihak yang
memiliki ikatan dengan suatu perjanjian, serta tidak menunaikan
kewajibannya serta prestasinya seperti yang diperjanjikan.™
3. Rahn
Rahn atau sering disebut dengan gadai menurut bahasa berarti
jaminan, tetap, dan kekal.'* Rahn berarti akad utang piutang antara
pemberi hutang dan yang memberi hutang dengan menjadikan harta

sebagai jaminan atas pembayaran atau pinjamannya.™

2 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik (Jakarta:
Kencana, 2017), him. 11.

3 Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-Pokok Hukum, him. 122.

“Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah, him. 160.

> Harun, Figh Multi Akad (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2022), him. 172.



10

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang

diangkat dalam penelitian yaitu.

1.

Bagaimana dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara
mengenai sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn No.
11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn ?

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang ada di
Pengadilan Agama Sleman terkait wanprestasi dalam akad pembiayaan

rahn No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. perspektif hukum Islam ?

Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus
perkara  wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn  No.
11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn.

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara di
Pengadilan Agama Sleman terkait dengan sengketa wanprestasi dalam
akad pembiayaan rahn No. 11/Pdt.G.S/2021/PA .Smn. perspektif hukum

Islam

Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat berupa:

1. Manfaat Teori

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
khususnya bagi penulis dan pembaca mengenai perkara wanprestasi

dalam akad pembiayaan rahn.
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b. Hasil penelitian diharapkan memberikan bahan dan masukan serta
referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
a. Dapat mengembangkan pemikiran yang deduktif, terhadap

kemampuan peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh
diperguruan tinggi.
b. Mampu memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat
terkait sengketa wanprestasi akad pembiayaan rahn.
F. Tinjauan Pustaka
Selain penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terkait dengan
penelitian untuk membedakan dalam sebuah penelitian yaitu:

1. Skripsi berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Gadai
Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah
Agung No. 115 PK/Pdt/2007).” Yang ditulis oleh Henu Sutrisma [AIN
Purwokerto, 2019. Jenis peneitian yang digunakan kepustakaan (library
research) menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam
putusan Mahkamah Agung No: 115/PK/Pdt/2007, dalam perspektif
Hukum Ekonomi Syariah. *°

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem
Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh
Besar” Yang ditulis oleh Asdi Marni UIN Ar-Raniry, 2018. Jenis

penelitian deskriptif analisis. Menjelaskan mekanisme pembiayaan,

'® Henu Sutrisma, Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Gadai Saham Perspektif

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/Pdt/2007) Skripsi,
(Purwokerto: IAIN Purwokerto), 2019.
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bentuk dan penyelesaian wanprestasi pada transaksi, serta tinjauan hukum
islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada produk arum di pegadaian
syariahAceh Besar. '

. Muhammad Saleh dengan judul “Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota
Lubuklinggau)” Jurnal Igtishaduna Volume. 5, No. 1, Juni 2022.
Menjelaskan wanprestasi gadai emas di pegadaian syariah Kkota
Lubuklinggau dalam perspektif hukum islam, apabila nasabah belum
mampu dalam membayar maka pegadaian akan memberikan tiga
mekanisme  seperti: memperpanjang batas waktu pembayaran,
mengalihkan ke produk lain, serta menjual gadai secara lelang. *®

Ketiga perbedaan skripsi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No. Nama Judul Skripsi Persamaan Perbedaan
Henu “Analisis Membahas Henu Sutrisma
Sutrisma Putusan Hakim | analisis putusan | membahas
(IAIN Terhadap hakim mengenai putusan
Purwokerto, | Sengketa Gadai | mengenai gadai | hakim  mengenai
2019) Saham gadai

Perspektif menggunakan
Hukum Putusan pada
Ekonomi Mahkamah Agung
Syariah  (Studi No.115 PK/Pdt/
Putusan 2007  Sedangkan
Mahkamah peneliti
Agung No. 115 menganalisis
PK/Pdt/2007).” menggunakan
putusan
Pengadilan Agama

7 Asdi Marni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk

Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2018.

® Muhammad Saleh, “Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi

Kasus Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau” Jurnal Igtishaduna VVolume. 5 No 1
Juni 2022, him. 201-202.
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Sleman mengenai
wanprestasi dalam
akad pembiayaan
rahn

Asdi Marni | “Tinjauan Membahas Asdi Marni
(UIN Ar- Hukum Islam | mengenai membahas
Raniry, Terhadap system mengenai  system
2018) Sistem penyelesaian penyelesaian
Penyelesaian wanprestasi wanprestasi  pada
Wanprestasi dalam gadai produk Arrum di
Produk  Arrum Pegadaian Syariah
di Pegadaian Aceh Besar,
Syariah  Aceh termasuk
Besar” penelitian
deskriptif analisis.
Sedangkan
peneliti
menggunakan
putusan
Pengadilan Agama
Sleman mengenai
sengketa
wanprestasi dalam
pembiayaan rahn
Muhammad | “Wanprestasi Membahas Muhammad Saleh
Saleh Dalam mengenai membahas
(Jurnal Perspektif wanprestasi mengenai
Igtishaduna | Hukum dalam wanprestasi
Volume. 5, | Ekonomi Islam | pegadaian dengan studi kasus
No 1, Juni | (Studi Kasus Pegadaian Emas di
2022 Gadai Emas di Pegadaian Syariah
Pegadaian di  Lubuklinggau
Syariah Kota menggunakan
Lubuklinggau” perspektif Hukum

Ekonomi  Islam.
Sedangkan
peneliti
menganalisis
putusan Peradilan
Agama  Sleman
mengenai
wanprestasi  pada

akad pembiayaan
rahn
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G. Metode Penelitian
Pada penelitian ini  metode penelitian yang digunakan
menggunakan beberapa metode untuk mendukung dan mencapai penelitian.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian diantaranya:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan
(Library research). ® Dengan mengumpulkan berbagai bahan yang
terkait dari perpustakaan seperti buku, kamus, jurnal, dokumen, dan
lainnya yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber pendukung
dalam penelitian.?® Fokus kajian ini pada Putusan Pengadilan Agama
Sleman No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. sebagai bahan utama dalam
penelitian.
2. Sumber Data
Sumber data pada penelitian yaitu mengenai kejelasan informasi
dalam pengambilan data, dalam hal ini peneliti fokus pada masalah yang
dihadapi penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan
berupa:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber data yang

didapatkan dan berasal langsung dari sumber pertama, berupa

19 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) (Malang: CV.
Literasi Nusantara Abadi, 2020), him. 8.

20 Evanirosa, dkk, Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research (Bandung: Media
Sains Indonesia, 2022), him. 5.
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sumber pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah.?* Sumber data
utama untuk penelitian ini adalah Salinan putusan Pengadilan
Agama Sleman No0.11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn mengenai perkara
wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang
didapatkan secara tidak langsung, merupakan data yang dapat
menunjang data primer atau pendukung dan bukan sumber utama.?
Seperti buku, artikel, jurnal, ataupun literatur-literatur yang berkaitan
erat dengan penelitian, yaitu mengenai sengketa wanprestasi dalam
akad pembiayaan rahn.
3. Metode Pengumpulan Data
Tujuan utama dari metode pengumpulan data yaitu, agar
memperoleh data yang tepat dan relevan maka teknik pengumpulan data
dalam penelitian adalah kegiatan penting dan utama dalam penelitian.®
Dalam metode penelitian kepustakaan (library research), meneliti dan
menganalisis referensi tertulis merupakan cara yang digunakan dalam
pengumpulan data. Tiga hal yang harus dilakukan penelitian kepustakaan
yaitu dengan cara: simak, catat, seta menyimpulkan.
Dalam metode pengumpulan data, metode yang digunakan berupa

metode dokumentasi, hal ini dilakukan untuk mencari sumber data yang

21 Evanirosa, dkk, Metode Penelitian, him. 100.

22 Evanirosa, dkk, Metode Penelitian, him. 100.

% Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Alfabeta, 2020), him. 182.
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sekiranya penting serta sesuai dengan penelitian, selain itu juga mencari
fakta serta kesimpulan yang ditemukan.?* Seperti buku, jurnal, dan
literatur-literatur yang berhubungan erat pada penelitian.

Metode ini dilakukan untuk menelaah dokumen-dokumen yang
berhubungan dalam sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn
No0.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. Dan literatur lain serta berhubungan
dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode dokumentasi dalam
proses pengumpulan data diharapkan agar hasil atau penelitian lebih rinci
hal ini dikarenakan sumber data yang diambil dari sebuah dokumen
adalah sumber yang penting.

4. Metode Analisis Data

Apabila data penelitian telah terkumpul, maka tahap berikutnya
adalah metode analisis data, dengan cara berpikir, mencari, menyusun,
secara sistematis hal ini dilakukan berharap mendapatkan gambaran yang
jelas sehingga dapat terjawab rumusan masalah pada penelitian.?

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu kategori
analisis isi (content analysis), merupakan suatu proses yang dilakukan
peneliti dengan mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu
pembahasan informasi secara mendalam atau detail, dengan isi informasi
yang ditulis atau dicetak pada media.? Data yang diperoleh seperti

putusan Pengadilan Agama Sleman No0.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn

4 Evanirosa, dkk, Metode Penelitian, him. 102-103.

* Amir Hamzah, Metodologi Penelitian (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020),
him. 61.

® Almira Keumala Ulfa, dkk, Ragam Analisis Data Penelitian Sastra, Riset dan
Pengembangan (Madura: IAIN Madura Press, 2022), him. 17.
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ataupun juga data sekunder yang kemudian dikumpulkan, dianalisis, serta
ditarik kesimpulan berdasarkan dengan pertimbangan hukum.

Metode analisis data dalam penelitian kepustakaan (library
research) merupakan tahapan penting dan tidak bisa diabaikan dalam
proses penelitian. Dalam teknik analisa ketetapan serta ketajaman
menentukan tingkat keakuratan dalam mengambil sebuah kesimpulan.

Tujuan dari teknik analisa diharapkan mampu memberikan
kesimpulan secara keseluruhan dari data-data yang telah terkumpul
sebelumnya, metode analisa juga untuk menjelaskan data penelitian yang
diperoleh agar memudahkan orang lain untuk memahaminya. Metode
analisa harus dipahami dengan baik oleh peneliti untuk mencapai tujuan
dari metode Analisa tersebut selain itu, agar menghasilkan pemecahan
masalah, serta hasil dari sebuah penelitian mampu
dipertanggungjawabkan nantinya.*’

H. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan pada penelitian dimaksudkan agar
memudahkan pemahaman kepada pembaca terhadap deskripsi pada penelitian
dari awal hingga akhir yang nanti kedepannya dibahas pada penelitian. Untuk
membuatnya lebih mudah penyusunan skripsi penulis mengelompokkan
menjadi lima bab, adapun sistematika pembahasannya antara lain:
Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan, berkaitan dengan

uraian pokok dari penelitian meliputi: Latar Belakang Masalah, Penegasan

2T Evanirosa, dkk, Metode Penelitian, him. 112-114.
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Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka,
Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, bab ini adalah konsep umum prestasi, wanprestasi, dan
gadai meliputi: Pengertian prestasi, bentuk-bentuk prestasi, pengertian
wanprestasi,  bentuk-bentuk  wanprestasi, akibat dari wanprestasi,
penyelesaian sengketa wanprestasi. Serta membahas teori mengenai
pengertian rahn, hukum dan dasar hukum rahn, rukun dan syarat rahn, hak
dan kewajiban para pihak, serta berakhirnya akad rahn.

Bab ketiga, bab ini akan membahas mengenai putusan perkara
No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn meliputi: identitas para pihak, duduk perkara.
pertimbangan hukum.

Bab keempat, dalam bab empat ini tentang analisis skripsi
didalamnya membahas mengenai dasar hukum dalam memutus perkara serta
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan
Agama Sleman No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn mengenai wanprestasi dalam
akad pembiayaan rahn perspektif hukum Islam

Bab kelima, dalam bab lima ini adalah bab akhir dari sebuah skripsi,
meliputi: kesimpulan serta jawaban atas rumusan masalah diatas dan Saran

bagi para pihak yang terkait dengan penelitian.



BAB |1
KONSEP UMUM MENGENAI PRESTASI, WANPRESTASI, SERTA

GADAI (RAHN)

A. Konsep Umum Mengenai Prestasi
1. Pengertian Prestasi
Prestasi merupakan hal yang harus dicapai debitur dalam setiap
perikatan. Dalam hukum perdata, jaminan berupa harta kekayaan pihak
debitur menjadi suatu kewajiban untuk melakukan prestasi. Semua harta
kekayaan milik baik yang sudah ada ataupun yang akan datang baik yang
bergerak ataupun harta tidak bergerak, harus dibayarkan kepada kreditur
dalam pemenuhan hutangnya. Namun jaminan umum terbatas pada
jaminan khusus berupa benda tertentu yang telah diperjanjikan dalam
akad, hal ini tertuang dalam pasal 1131 dan 1132.%
Pasal 1131 “Segala harta debitur, baik yang bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang ada maupun yang akan datang atau baru, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.
Pasal 1132 Harta itu digunakan sebagai jaminan bersama untuk
semua orang yang berhutang padanya dan hasil penjualan harta itu
dibagikan berdasarkan keseimbangan, sesuai dengan besar-kecilnya

piutang masing-masing, kecuali ada alasan untuk didahulukan bagi
pihak debitur.”

% Abdul Wahid, dkk, Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia
(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), him. 32.

%% Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terj Subekti dan
Tjitrosudibio (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), him. 291.
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2. Bentuk-Bentuk Prestasi
Dalam pasal 1234 KUH Perdata bentuk prestasi ada tiga macam
yaitu:
a. Memberikan Sesuatu
Salah satu bentuk prestasi dengan memberikan sesuatu adalah
kewajiban debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur. Sebagai
bentuk pemberian sesuatu, misalnya dalam akad jual beli, kewajiban
penjual untuk menyerahkan barangnya ada dalam akad jual beli.
Kewajiban memberikan sesuatu tidak hanya berupa penyerahan
kepada penerima, namun dapat berupa penyerahan untuk sekedar
dinkmati atau dipakai seperti kewajiban penyewa untuk menyerahkan
barang sewaan kepada penyewa.®’
b. Berbuat Sesuatu
Melakukan sesuatu atas dasar suatu perikatan berarti
melakukannya menurut ketentuan-ketentuan dalam perikatan. Dalam
hal ini, bentuk prestasi adalah melakukan sesuatu. Selama
pelaksanaan prestasi, debitur harus mematuhi ketentuan umum yang
telah ditentukan bersama dalam sebuah perikatan. Apabila tidak
memenuhi ketentuan yang telah dijanjikan, maka pihak debitur harus
bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Namun

bila ketentuan-ketentuan tersebut tidak disepakati, maka sesuaikan

*® Fadillah Mursid, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak: Dalam Hukum Perdata
dan Hukum Islam (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), him. 87.
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dengan kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam
masyarakat.
c. Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu berarti tidak melakukan sesuatu hal
seperti yang telah dijanjikan. Bentuk prestasi disini tidak melakukan
perbuatan. Di sini kewajiban untuk berprestasi bukanlah sesuatu yang
bersifat aktif, melainkan pasif, membiarkan sesuatu terjadi tanpa
melakukan apapun. Jika ada pihak yang tidak mematuhi perikatan ini,
maka harus menanggung akibatnya.

B. Konsep Umum Mengenai Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dalam bahasa Belanda “Wanprestatie” yang
artinya kegagalan untuk memenuhi prestasi atau kewajiban tertentu yang
dibebankan pada para pihak dalam suatu perikatan, baik yang timbul dari
kontrak atau undang-undang.*

Wanprestasi dapat diartikan sebagai mengingkari janji, atau
tidak menepati janji sebagai perbuatan di antara salah satu pihak yang
memiliki ikatan dengan suatu perjanjian atau kesepakatan, dan tidak
melakukan kewajibannya serta prestasinya atas kesepakatan kedua belah
pihak. Ridwan Khairandy berpendapat wanprestasi merupakan keadaan
pihak debitur tidak menjalankan kewajibannya telah ditetapkan pada

perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Debitur tidak

*! Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan: Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH
Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), him. 11.
%2 Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan, hlm. 8.
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melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan pada undang-undang,
pihak debitur juga tidak menepati janjinya dalam sebuah perjanjian yang
telah disepakati secara bersama.®

Dalam hukum Islam, kelalaian seseorang dalam memenuhi
kewajiban serta memberikan hak kepada orang lain termasuk perbuatan
yang dilarang, jika sebelumnya telah dilakukan kesepakatan diantara
mereka, dan bagi mereka yang melanggar atau cidera janji karena
disebabkan tidak melakukan prestasi, maka dikatakan sebagai wanprestasi.
Maka bagi mereka yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan ganti
rugi atau penyitaan harta. Dalam bermuamalah antara sesama manusia,
hukum islam menekankan pentingnya memenuhi kesepakatan seseorang,
sehingga orang yang mengabaikan atau melanggar kesepakatan tergolong
orang munafig.>*

Apabila debitur telah diberikan somasi atau teguran oleh pihak
kreditur maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Somasi paling banyak
dilakukan sebanyak tiga kali. Jika debitur melalaikannya, pihak kreditur
berhak membawa perkara tersebut ke ranah Pengadilan, pihak Pengadilan
yang akan memutuskan apakah pihak debitur terbukti bersalah melakukan

kelalaian atau tidak.®®

%8 Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-Pokok Hukum, him. 122.

** Yuni Harlina, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada
Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah” Jurnal Hukum Islam
Volume. XVII No 1 Juni 2017, him. 17.

%> salim dan Erlis Septiana Nurbani, Perbandingan Huku Perdata: Comparative Civil
Law (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), him. 259.
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2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 sesorang akan

dinyatakan melakukan wanprestasi apabila:

a.

b.

Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
Melakukan apa yang dijanjikan namun tidak seperti yang dijanjikan
Melakukan apa yang dijanjikan namun, terlambat

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian seharusnya tidak

dilakukan.*

3. Akibat Adanya Wanprestasi

a.

Perikatan tetap ada, kreditur tetap dapat menuntut prestasi debitur jika
terlambat menyelesaikan prestasi. Selain itu, kreditur berhak menuntut
ganti rugi atas keterlambatan pelaksanaan prestasinya. Hal ini karena
kreditur diuntungkan jika debitur melakukan pembayaran tepat waktu.
Debitur diwajibkan membayar kerugian yang dialami kreditur

Beralihnya beban resiko menjadi kerugian debitur apabila halangan
itu disebabkan oleh kelalaian debitur, kecuali jika hal itu disengaja
atau merupakan kesalahan yang dilakukan pihak kreditur. Maka dari

itu, debitur tidak berhak berpegang pada keadaan memaksa.*’

4. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Adapun cara penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan

dengan cara:

% peraturan Mahkamah Agung Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 36

*” Lia Amaliya, Hukum Perikatan (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), him. 19.
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a. Somasi

Somasi adalah teguran tertulis dari pihak kreditur kepada
debitur. Somasi menyampaikan informasi kepada debitur agar ia dapat
melaksanakan prestasinya berdasarkan kesepakatan yang telah
disepakati bersama.

Isi teguran yang diberikan pihak debitur harus sesuai dengan
hal-hal berikut:
1) Peringatan dari kreditur agar debitur segera melakukan prestasi
2) Dasar teguran
3) Batas waktu pembayaran dalam melaksanakan prestasi.*®

b. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan
dibantu seorang mediator yang bersikap netral, mediator hanya
memfasilitasi terlaksananya dialog dalam suasana keterbukaan,
kejujuran, dan pertukaran pendapat untuk mencapai kesepakatan
antara pihak-pihak yang bersengketa dan tercapainya mufakat. Berikut
elemen mediasi antara lain:
1) Penyelesaian sengketa yang dilakukan sukarela
2) Intervensi atau bantuan
3) Pihak ketiga bersifat netral
4) Pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan melalui

kesepakatan bersama.

%8 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik (Jakarta:
Kencana, 2017), him. 131.
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5) Partisipasi aktif

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi melalui mediasi tidak
ada unsur paksaan didalamnya, mediator berusaha untuk membantu
menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi. Mediator bersifat netral
tidak memihak salah satu pihak atau, keputusan dilakukan untuk
mencapai kesepakatan bersama bagi para pihak yang bersengketa.

c. Penyelesaian melaui litigasi atau Pengadilan

Apabila cara diatasi belum menemukan titik temu atau
kesepakatan secara bersama, maka proses penyelesaian sengketa
wanprestasi dapat dilakukan melaui jalur litigasi. Proses penyelesaian
melalui jalur litigasi atau Pengadilan merupakan serangkaian proses
beracara yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Di Pengadilan
hakim berwenang untuk mengatur dan memutuskan penyelesaian
sengketa. Semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk
mempertahankan haknya di Pengadilan. Hasil sidang Pengadilan atau
penyelesaian sengketa melalui litigasi berupa putusan yang
menyatakan win-lose solution, atau penyelesaian yang bersifat

menang kalah.*

*? Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengkea di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi,
Konsiliasi, dan Arbitrase. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), him. 69-70.

0 Erni Kencanawati, Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan
Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia (t.k: Penerbit Alumni, 2022), him. 97-98.
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C. Konsep Umum Mengenai Gadai (Rahn)
1. Pengertian Gadai (Rahn)

Dalam fikih rahn atau sering disebut dengan gadai menurut
bahasa berarti jaminan, tetap, dan kekal. Perjanjian ini sering disebut
dengan jaminan, agunan, dan rungguhan.*!

Sebaliknya, hak gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150
KUH Perdata adalah hak-hak yang didapat kreditor atas barang bergerak,
yang diberikan kepadanya oleh seorang debitur atau seorang lain atas
nama debitur yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk
mengambil pelunasan dari objek tersebut secara didahulukan daripada
kreditur lainnya kecuali dengan biaya pelelangan objek tersebut dan
biaya yang sudah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah objek
digadaikan, yang biayanya didahulukan.*

Perlu diketahui bahwa ada 4 unsur pokok gadai, yaitu: a) gadai
timbul karena adanya kesepakatan bahwa kuasa benda yang digadaikan
beralih dari debitur ke kreditur yang bertindak sebagai pemegang gadai, b)
Penyerahan dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama
debitur, ¢) Barang yang dijadikan obyek gadai barang yang bergerak, d)
pemegang gadai (kreditur) mempunyai hak penagmbilan pelunasan dari

barang gadai terlebih dahulu daripada kreditur lain.*?

*1 Abu Azam Al Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, him. 160.

*2 Siska Lis Susistiani, Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum
Bisnis Islam di Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), him. 211-212.

* Hana Masawayh Qatrunnada dkk, “Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum
Islam” Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2018. Him. 177.
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2. Hukum dan Dasar Hukum Rahn

Hukum gadai boleh (mubah), menurut al-Qur’an, sunah, serta ijma.*

a. Dalil al-Qur’an

Adapun dasar hukum rahn, terdapat dalam Q.S. Al-Bagarah (2): 283:

R

& °c 27 o : ° 7 %9« % 2d ‘é../e'/'o/ﬁ K ‘/°°’°9,
I 350 Wasy okl OB AB3AS 15 BETRAS 15 A Je 25870
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Dan jika kamu dalam keadaan sedang kamu tidak
menemukan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan
yang dipegang. Tetapi, jika ada diantara kamu yang percaya
kepada orang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan
amanatnya atau utangnya dan bertakwalah kepada Allah,
Tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian
itu, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh
kotor hatinya (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.

Dari ayat diatas bahwa pada waktu itu rahn dilakukan
selama perjalanan, sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu. Dan para
pengikut mujahid, Adh Dhahak dan madzab az-Zahiri mengatakan
rahn tidak disyari’atkan, kecuali untuk bepergian yang berpegang
dengan dalil-dalil al-Qur’an.

b. Hadis

o o B @ o7 . ﬁ/ s 2 B o 47 " P o -
Aall Coaser s 550 g e W Jo A Ul o8 JA B AT e

s 4 2° £ 4,5145
Tt de albY A2l

Anas ra. berkata: Rasulullah menggadaikan baju besinya
kepada seseorang yahudi di Madinah dan mengambil
gandum darinya untuk keluarganya. (H.R. Bukhari)*

#4 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata, him. 212.
** sahih Bukhari, Irsadu Syari (Lebanon: Dar al-Kotob, 1995), him. 585-586.
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Dari hadis diatas dapat disimpulkan, apabila kita melakukan
muamalah dengan non muslim dibenarkan, namun perlu ada jaminan
sebagai pegangan, agar tidak terjadinya kekhawatiran bagi pihak pemberi
utang.*’

3. Rukun dan Syarat Rahn
a. Adapun rukun gadai menurut Pasal 373 KHES antara lain:

1) Akad

2) Pihak yang menggadaikan (rahin)

3) Pihak yang menerima gadai (murtahin)

4) Objek gadai (marhun)

5) Hutang (marhun bih)*®

b. Adapun syarat gadai antara lain:

1) Syarat ijab gabul atau sighat dapat dilakukan melalui lisan atau
tulisan, yang didalamnya ada maksud untuk melakukan
kesepakatan gadai. Ahli figih sepakat, bahwa perjanjian gadai
mulai berlaku sempurna apabila objek gadai (marhun) menurut
hukum sudah berada dipihak murtahin. Apabila barang gadai
sudah dikuasai pihak murtahin, maka perjanjian gadai memiliki
sifat mengikat bagi keduanya.

2) Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad yaitu ahli

tasharuf, atau orang yang mampu membelanjakan hartanya dan

“® 1bnu Hajar, Fathul Baari terj. Amirruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), him. 145.

*’ Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata, him. 213.

*® peraturan Mahkamah Agung Tahun 2011 Pasal 373 Tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah
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memahami persoalan mengenai gadai. Selain itu, harus cakap

hukum, menurut sebagian besar ulama, merupakan orang yang

telah baligh atau berakal. Adapun menurut Hanafiyah, keduanya

tidak harus balig, namun cukup berakal saja. Maka dari itu

menurut mereka anak kecil mumayiz diperbolehkan melaksanakan

akad gadai, apabila gadai yang dilakukan anak kecil telah

mendapatkan kesepakatan dari orang tuanya.

Syarat marhun atau barang yang gadaikan yaitu keadaan barang

tidak terjadi kerusakan sebelum berjanji untuk melunasi hutangya

Syarat marhun (barang yang digadaikan) menurut para

ulama antara lain:

a)
b)

Barang dapat dijual serta nilainya setara dengan utang.

Barang yang digadaikan bernilai harta serta dapat bermanfaat,
khamr termasuk salah satu jenis yang tidak boleh djadikan
barang jaminan, hal ini dikarenakan khamr tidak memiliki
nilai harta serta tidak memiliki manfaat menurut Islam.
Barang yang digadaikan harus jelas

Barang yang digadaikan milik sah orang yang berutang,
barang jaminan tidak berkaitan dengan hak orang lain.

Barang yang digadaikan utuh, maksudnya tidak bertebaran
dibeberapa tempat

Barang yang digadaikan dapat diserahkan baik dari segi materi

atau manfaat.
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4) Syarat marhun atau objek, barang yang digadaikan wajib
dikembalikan kepada orang tempat berutang, apabila suatu saat
tidak bisa melunasi hutangnya maka jaminan itu dapat digunakan
untuk melunasinya.*®

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai
Abdul Aziz Dahlan menyatakan pemegang dan penerima gadai
harus memenuhi hak dan kewajibannya yaitu:
a. Hak dan Kewajiban Murtahin
1) Hak Pemegang Gadai
a) Pemegang gadai memiliki hak untuk menjual objek yang
digadaikan, jika suatu saat rahin tidak bisa melakukan
kewajiban dalam melunasi hutangnya. Untuk perolehan dari
penjualan objek, Sebagian digunakan pembayaran hutang dari
rahin, sedangkan sisa dari penjualan menjadi hak dari rahin
b) Untuk menjaga keselamatan objek gadai, murtahin berhak
untuk mendapatkan biaya penggantian
c) Apabila rahin belum mampu melunasi hutangnya, maka
murtahin berhak untuk menahan objek gadai.

2.) Kewajiban Pemegang Gadai

a) Apabila ada kehilangan atau merosotnya harga marhun,
pemegang gadai wajib bertanggung jawab, apabila disebabkan

oleh kelalaiannya.

“9 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata, him. 214-215.
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b) murtahin tidak diperkenankan untuk memanfaatkan marhun
untuk kepentingannya sendiri
c) Apabila akan diadakan pelelangan maka pemegang gadai
wajib memberikan informasi kepada rahin.
Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai
1) Hak Pemberi Gadai
a) Setelah rahin melunasi hutangnya, pemberi gadai berhak
mendapatkan kembali marhun
b) Apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh murtahin,
seperti kerusakan dan hilangnya marhun pemberi gadai berhak
untuk menuntutnya
c) Sisa penjualan dari marhun, pemberi gadai berhak
mendapatkan sisanya setelah dikurangi untuk membayar
hutangnya serta biaya lainnya
d) Apabila suatu saat murtahin menyalahgunakan marhun, maka
rahin berhak untuk meminta marhun kembali.
2) Kewajiaban Pemberi Gadali
a) Pemberi gadai wajib membayar hutangnya yang diterima dari
murtahin, termasuk biaya-biaya lain yang ditentukan oleh

murtahin, sebelum batas waktu yang telah ditentukan
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b) Apabila batas waktu yang telah ditentukan rahin tidak bisa
melakukan pelunasan, pemberi gadai wajib merelakan

penjualan yang dilakukan oleh murtahin.®

5. Berakhirnya Akad Pembiayaan gadai (rahn)

Berakhirnya akad pembiayaan gadai (rahn) disebabkan

beberapa alasan diantaranya:

a.

Disebabkan karena hapusnya perikatan pokok, dengan hapusnya
perikatan pokok maka hak gadai terhapus juga. Sebab hak gadai
merupakan hak accesoir.

Karena benda gadai berada diluar pemegang gadai. Ayat 3 Pasal
1152 KUH Perdata berbunyi: “Hak gadai berakhir pada saat barang
gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai”. Namun, hak gadai
itu tidak berakhir bila pemilik gadai kehilangan kekuasaan dari
barang gadai yang dijanjikan tidak dengan suka rela (karena hilang
ataupun dicuri). Dalam hal ini, gadai tidak dianggap hilang, apabila
ia menerima barangnya kembali.

Penyebab rusaknya barang yang digadaikan. Tidak ada barang gadai
sehingga tidak ada hak kebendaan yang semula memuat barang
gadai, misalnya hak gadai.

Penyalahgunaan barang gadai. Pasal 1159 (1) KUH Perdata
menyatakan bahwa: “Jika kreditur menyalahgunakan barang barang

yang digadaikan, debitur berhak menuntut pengembalian barang

*% Andrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alfabeta, 2011), him. 62-63.
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yang di gadaikan”. Hak pemegang gadai menjadi terhapus dengan
dituntutnya kembali barang yang di gadaikan, apabila
penyalahgunaan yang dilakukan oleh kreditur.

e. Karena eksekusi gadai dilaksanakan, dengan adanya eksekusi
terhadap barang yang digadaikan, maka barang gadai dialihkan
kepada orang lain. Maka dari itu hak gadai akan hapus.

f.  Karena kreditur secara sukarela mengembalikan barang gadai. Pasal
1152 (2) KUH Perdata menyatakan bahwa: “Apabila barang gadai
telah dikembalikan kepada pihak debitur, maka hak gadai tidak ada”

g. Adanya Percampuran, terjadinya percampuran hutang yang dijamin
hak gadai dan barang gadai ada di tangan satu orang. Apabila terjadi
percampuran, dengan demikian hak gadai menjadi hapus. Seseorang
tidak dapat mempunyai hak atas harta miliknya.**

Dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu
rahn akan berakhir apabila:

a. Marhun diserahkan kepada pemiliknya

Ulama Syafiiyah berpendapat, akad gadai akan berakhir
ketika marhun diserahkan kepada pemiliknya. Marhun memiliki
kedudukan untuk memperkuat utang, apabila marhun diserahkan
kepada pemiliknya maka, maka tidak ditemukan lagi jaminan

penguat hutang yaitu marhun.

> Hana Masawayh Qatrunnada dkk, “Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum
Islam” Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2018. him. 182-183.
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Terlunasinya utang rahin seluruhnya

Jika rahin telah melunasi hutangnya secara keseluruhan,
maka secara otomatis akad rahn akan berakhir.
Rahin menjual marhun secara paksa atas perintah hakim, atau yang
dilakukan oleh hakim karena rahin tidak menginginkan dalam
penjualan marhun, Apabila marhun telah dijual dan untuk melunasi
hutang yang ada, maka akad rahn dianggap berakhir.
Terbebasnya rahin dari hutang walaupun dengan cara apapun.
Seandainya murtahin menerima barang gadai yang lain untuk
menggantikan barang gadai yang pertama, maka marhun dianggap
telah tertebus.
Binasanya Marhun

para fugaha sepakat, rahn akan berakhir jika binasanya
marhun, para ulama berpendapat apabila marhun binasa maka,
murtahin tidak harus menanggungnya kecuali disebabkan unsur
kelalaian ataupun pelanggaran yang disebabkan oleh murtahin,
karena marhun merupakan barang amanat.
Pentasharufan ~ marhun  dengan  cara  meminjamkannya,
menghibahkannya, ataupun mensedekahkan. Akad rahn akan
berakhir apabila marhun di pentasharufan oleh rahin atau murtahin
melakukan ~ dengan cara  meminjamkan, = menghibahkan,

mensedekahkan atau bahkan menjualnya. Akad rahn juga akan
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berakhir jika murtahin menyewa marhun dari rahin jika memang

memperbarui a/-gabdhu atas dasar akad sewa.”?

>> Wahbah Az Zuhaili, Figh Islam Wa Addillatuhu, terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk
Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 229-231.
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PUTUSAN PERKARA No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

A. Putusan Perkara No0.11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn. Mengenai Sengketa
Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Rahn
1. Identitas Para Pihak
a. Penggugat, (alamat jl. dr. Radjiman, Paten, Kelurahan Desa Tridadi,
Kepanewon Sleman, Kab Sleman) memberikan kuasanya kepada
Abdul Latif S.E., selaku penggugat sesuai putusan Direktur No:
01/SK/01-PA/VI/A/1/2019 pada 2 Januari 2019, sebagai Penggugat;
b. Tergugat | (42 tahun), beragama islam, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut Tergugat I;
c. Tergugat Il (41 tahun), beragama islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat di Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat Il;
Sapto Nugrho Wusno, S.H. M.H., Muhammad Yogo Hutomo, S.H.,
Mustopa, S.H., Aji Herlambang, S.H., Norman Ramadhan, S.H.,
seluruh pengacara beralamat di “SNW dan Partner” JI. KM. 1.5 Desa
Trihanggo, Kepanewon Gambing, Sleman, sebagaimana Surat Kuasa
pada 15 Oktber 2021 turut mendampingi Para Tergugat, sebagai Para

Tergugat;>

>3 Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn
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2. Duduk Perkara
Penggugat mengajukan gugatan Ekonomi Syariah pada 11 Oktober,
dan didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.GS/2021/PA

S.mn, berikut dalil-dalil yang diajukan Penggugat:

a. Pada hari Selasa 3 Mei 2016, Penggugat dan para Tergugat membuat
dan  menandatangani akad pembiayaan  rahn, sejumlah
Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

b. Dan pihak Tergugat akan membayar hutang tersebut dengan angsuran
bulanan dengan rincian Rp. 7. 996. 667 dengan rincian Rp. 4.166.667
untuk pembayaran pokok dan Rp. 3.800.000 untuk pembayaran jasa,
akan dibayarkan sebanyak 48 bulan dengan batas waktu pembayaran
pada tanggal 3 Mei 2020;

c. Tanggal 8 September 2016 Para Tergugat melakukan pembayaran,
sebesar Rp. 118.639.000 dengan rincian pembayaran pokok Rp.
116.169.000 dan pembayaran jasa Rp. 2.470.000 para Tergugat
memahaminya sebagai pelunasan sisa pembiayaan, penutupan
pembiayaan serta pengambilan jaminan. Hal tersebut merupakan
kesalahan hitung dari Penggugat, dan telah dikomunikasikan secara
lisan dan tertulis tetapi, pihak Tergugat tidak menanggapinya,
menganggap bahwa pembiayaan rahn sudah dibayarkan;

d. Sampai batas waktu tanggal 3 Mei 2020 para Tergugat tidak
membayar sesuai kesepakatan, pada Maret 2020 para Tergugat hanya

membayar angsuran pokok Rp.130.000.000 kewajibannya sebesar Rp.
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20.000.000 dan kekurangannya sebesar Rp. 70.000.000. Sedangkan
untuk pembayaran jasa tidak dikenakan biaya karena dalam isi
perjanjian apabila jaminan telah diambil, Penggugat tidak
mengenakan biaya jasa penitipan serta perawatan. Para Tergugat
hanya berkewajiban membayar sisa pokok pembiayaan;

e. Penggugat berkomunikasi secara langsung dengan mendatangi para
Tergugat serta melalui surat pemberitahuan dan teguran;

f. Berdasarkan akad yang disepakati dalam pembiayaan rahn, apabila
para Tergugat terbukti wanprestasi, Tergugat dikenakan denda 3%
dari kewajibannya;

g. Akibat wanprestasi yang telah dilakukan para Tergugat, berikut
rincian kerugian yang dialami Penggugat: Kerugian pokok Rp.
70.000.000, kerugian jasa Rp. 2.260.000, denda Rp. 2.180.000, total
Rp. 74.440.000.>

3. Pertimbangan Hukum
Karena perkara ini merupakan bidang ekonomi syariah, menurut 49 (i)

UU No. 3 Tahun 2006 mengenai perubahan UU No. 7 tahun 1989 mengenai

Peradilan Agama serta perubahan kedua UU 50 tahun 2009, sehingga

kewenangan tersebut menjadi kewenagan absolut Peradilan Agama;

Dalam persidangan Penggugat dan para Tergugat hadir, dan
dilakukan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR yang dilaksanakan

oleh hakim namun tidak berhasil;

% galinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn
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Penggugat serta para Tergugat menandatangani Akad Pembiayaan
Rahn, Selasa 3 Mei 2016 sejumlah Rp. 200.000.000. Pihak Tergugat akan
membayar hutang tersebut dengan angsuran bulanan Rp. 7.996.667
dengan batas waktu pembayaran 3 Mei 2020. Pada 7 September 2016
para Tergugat akan melunasi pembiayaan, kemudian Penggugat
menghitung jumlah yang harus dibayar. Keesokan harinya para Tergugat
melakukan pembayaran sesuai perhitungan Penggugat sebesar Rp.
118.639.000 para Tergugat memahaminya sebagai pelunasan sisa
pembiayaan, penutupan pembiayaan, serta pengambilan jaminan.
Meskipun jumlah tersebut sesuai perhitungan dari penggugat namun, ada
kesalahan hitung dari Penggugat akibat system eror dan telah
dikomunikasikan secara lisan dan tertulis tetapi, pihak Tergugat tidak
menanggapinya, berpendapat bahwa pembiayaan rahn sudah dibayarkan.
Tanggal 03 Mei 2020 Tergugat tidak membayar sesuai kesepakatan, pada
Maret 2020, Tergugat hanya membayar cicilan pokok Rp.130.000.000
kewajibannya sejumlah Rp.200.000.000 dan kekurangannya sejumlah
Rp.70.000.000. Pihak Penggugat telah mendatangi tergugat secara
langsung maupun melalui surat peringatan;

Para Tergugat membantah telah melakukan wanprestasi, karena
pada tanggal 8 September 2016 telah melunasi hutangnya sebesar Rp.
119.875.000 ke rekening Abdul Latif sesuai petunjuk dan perhitungan

dari petugas Penggugat, sebagai pembayaran pokok pinjaman, jasa, serta

% Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn
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finalti. Penggugat telah menghitungnya pada 7 September 2016, karena
pembayaran telah lunas, Pengugat mengembalikan jaminan BPKB satu
unit mobil Toyota New Camry dan BPKB dua unit sepeda motor kepada
para Tergugat setelah 2 hari pelunasan;

Penggugat telah menyiapkan bukti surat P 1 sampai P 9 serta 3
orang saksi, untuk menguatkan dalilnya;

Berdasarkan berkas-berkas yang disampaikan Penggugat dan
pemeeriksaan saksi-saksi dipersidangan, dapat disimpulkan sebagai
berikut:

P-1 merupakan fotocopy SK Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syari’ah Prima Arta No: 01/SK/01 PA/VI/A/1/2019. Yang
menetapkan Abdul Latif S.E. sebagai Direktur, Pada 2 Januari 2019 Dari
segi formal serta materil telah memiliki kekutan hukum secara sempurna
serta mengikat berdasarkan pasal 165 HIR;

Abdul Latif S.E. kedudukannya sesuai dengan Pasal 30 ayat 2,
“Pengurus berhak mewakili koperasi Penggugat baik didalam maupun
diluar pengadilan” dan mempunyai legal standing;

Bukti P-2 merupakan fotocopy akad pembayaan rahn pada 3 Mei
2016 ditandatangani Penggugat serta Para Tergugat dan sesuai dengan
aslinya telah melakukan akad pembiayaan rahn, sejumlah Rp.200.000.000

perbulannya sebesar Rp.7.996.667 dengan rincian pengembalian pokok
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pinjaman Rp.4.166.667, dan pembayaran jasa Rp.3.800.000 dengan batas
pembayaran pada 3 Mei 2020 (48 bulan):

Bukti P-3 mengenai fotocopy surat penyelesaian selisih
pembiayaan sudah sesuai aslinya dan memenuhi syarat formal, namun
secara material isi bukti surat penyelesaian selisih pembiayaan No.
102040000774 sedangkan bukti P 2 fotocopy akad pembiayaan No. 002-
74-00456307, bukti P 3 tidak sesuai dengan bukti P 2, maka dari itu
dikesampingkan bagi Penggugat;

Bukti P 4 merupakan fotocopy SP | pada 25 Maret 2021 untuk
Tergugat, sudah sesuai aslinya telah memenuhi syarat formal, dari sisi
materil isi bukti menjelaskan Tergugat | diberi peringatan supaya
melunasi pembiayaan No. 474020763 pada 3 Mei 2016 dengan angsuran
Rp. 7. 996.667 dengan 36 kali angsuran, batas waktu pembayaran 3 Mei
2019 karena tersebut tidak sesuai dengan master pembiayaan No. 002-74-
004563-07 dengan pinjaman Rp. 200.000.000, dengan angsuran Rp.
7.996.667, jangka waktu 48 bulan dan batas waktu pembayaran 3 Mei
2020, bukti P 4 maka dari itu patut dikesmpingkan bagi Penggugat;

Bukti P 5 merupakan fotocpy SP 1l pada 14 April 2021 bermaterai
cukup, sesuai aslinya telah memenuhi syarat formal, dari segi material
bukti tersebut menerangkan Tergugat | telah diberi peringatan Il agar
melunasi tagihan dalam pelaksanaan akad AMurabahah dengan No.

4740207563 pada 3 Mei 2016, dengan pinjaman 200.000.000 angsuran

% galinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn
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Rp. 8.025.555 perbulan dengan 36 kali angsuran batas waktu pembayaran
3 Mei 2019. Sedangkan dalam master pembiayaan tertulis 002-74-
004563-07, pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 dengan angsuran
perbulannya Rp. 7.996.667 dengan jangka waktu 48 bulan, batas waktu
pembayaran 3 Mei 2020, maka dari itu patut dikesmpingkan bagi
Penggugat.

Bukti P 6 merupakan fotcopy SP Ill pada 25 Maret 2021 udah
sesuai aslinya, dari sisi formal telah memenuhi syarat, namun dari sisi
material isi bukti tersebut Tergugat | telah diberi teguran agar melakukan
pelunasan pembiayaan rahn dengan No. 4740207563, tangga 3 Mei 2016
dengan pinjaman 200.000.000 angsuran Rp. 8.025.555 perbulan dengan
36 kali angsuran dengan batas waktu pembayaran 3 Mei 2019.
Sedangkan dalam master pembiayaan No. 002-74-004563-07, dengan
pinjaman Rp. 200.000.000 dengan angsuran Rp. 7.996.667 dengan jangka
waktu 48 bulan, batas waktu pembayaran 3 Mei 2020 maka dari itu bukti
P 6 dikesampingkan bagi Penggugat.

Bukti P 7 fotocopy kartu angsuran dengan nomor SPK
102040000774 bagi Tergugat I, telah sesuai aslinya dan telah memenuhi
syarat formal, secara material menjelaskan 36 angsuran dengan batas
waktu pembayaran pada 3 Mei 2019 sedangkan bukti P-7 bahwa “hutang
tersebut akan dibayarkan Rp. 7.996.667 (tujuh juta sembilan ratus
sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap

bulannya, sebanyak 48 bulan, batas waktu pembayaran pada 3 Mei 2020”
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dan dibuktikan dengan P 2 fotcopy akad pembiyaan No. 002-74- 004563-
07 pada 3 Mei 2016, karena dalil gugatan dengan bukti tidak sesuai maka
bukti tersebut patut dikesmpingkan.>’

Untuk tiga saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui adanya
pembiayaan rahn pada 3 Mei 2016 sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) waktu pembayaran 48 bulan dengan angsuran Rp. 7. 996.667.
Dengan jaminan 2 BPKB sepeda motor dan 1 BPKB mobil Camry. Saksi
1 dan 3 menjelaskan bahwa Tergugat telah membayar sesuai dengan
perjanjian pada bulan Juni, Juli, Agustus. Pada 7 September 2016 hendak
melunasinya lalu Penggugat menghitung jumlah yang harus dibayarkan,
kemudian tanggal 8 September 2016 Tergugat melakukan pelunasan
dengan mentransfer ke Abdul Latif sesuai arahan Penggugat sebesar Rp.
118.639.000, (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan
ribu rupiah) namun karena waktu itu ada system eror dalam computer
setelah pembayaran dengan selisih sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh
juta rupiah) Penggugat mengetahui ada selisih perhitungan pada saat
pengembalian jaminan kepada para Tergugt kurang lebih 1-3 minggu.

Menurut penjelasan dari para Tergugt P-2 serta penjelasan saksi
hakim menemukan fakta antara lain:

1. Pada hari Selasa 3 Mei 2016, Penggugat serta para Tergugat

menandatangani akad pembiayan rahn No.002-74-004563-07;

5" galinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn
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2. Para Tergugat diberikan pembiayaan oleh Penggugat sebesar Rp.
200.000.000;

3. Para Tergugat diberi kewajiban membayar sebesar Rp. 7.966.667.
untuk pembayaran pokok Rp.4.166.666 serta jasa Rp.3.800.000 dengan
jangka waktu 48 bulan;

4. Batas waktu pembayaran pada 3 Mei 2020;

5. Satu BPKB mobil Toyta Camry serta dua BPKB sepeda motor, telah
diberikan kepda Penggugat sebagai jaminan;

6. Para Tergugat sudah melakukan angsuran pada bulan Juni, Juli,
Agustus 2016 sebesar Rp. 23.990.001 sebagai pokok pembayaran
serta jasa, 8 September 2016, para Tergugt hendak melunasi
pembiayaan, Penggugat memerintahkannya untuk mentransfer ke atas
nama Penggugat jumlahnya tersebut telah sesuai arahan Penggugt
sebagai pokok pembayaran , jasa, serta finlti.

7. 10 September 2016 Penggugat mengembalikan jaminannya yaitu, satu
BPKB mobil camry serta dua BPKB sepeda motor hal ini mengacu
pada standar pelayanan pengembalian jaminan

8. Penggugat menyadari adanya selisih perhitungan sebesar Rp.
70.000.000 1-3 minggu setelah pelunasan dan pengembalian jaminan
ke Para Tergugat

Berdasarkan fakta diatas, hakim menyimpulkan bahwa Penggugat
tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai gugatan wanprestasi yang

dilakukan para Tergugat, dengan adanya selisih sebesar Rp. 70.000.000
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dengan No. 002-74-004563-07 pada 3 Mei2016 diantara Penggugt serta
para Tergugat, maka dari itu patu ditolak.*®

Pada petitum angka 2, akad pembiayaan rahn pada 3 Mei 2016,
Penggugat dan para Tergugat sah serta mengikat, hakim berpendapat
apabila Penggugat dan para Tergugat melakukan akad secara sukarela
sampai pelunasan serta pengembalian jaminan akad pembiayan rahn No.
002-74-004563-07 pada 3 Mei 2016 dikatakan sah menurut hukum,
dikarenakan akad pembiayaan sudah ditutup dengan pelunasan
pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka akad
dianggap berakhir.

Pada petitum 3, mengenai gugatan Penggugat yang menerangkan
para Tergugat belum melunasi akad pembiayaan pada 3 Mei 2016
meskipun obyek yang digadaikan telah diambil, karena ada perhitungan
selisih sebesar Rp. 70.000.000 karena system eror. Berdasarkan saksi 1
dan 3 Hakim mempertimbangkan pada bulan Juni, Juli, Agustus Tergugat
sudah melakukan angsuran sesuai akad. Pada September 2016 Para
Tergugat sudah melunasi berdasarkan dengan perhitungan Penggugat, para
Tergugat melunasi pembiayaan, kemudian Penggugat mengembalikan
jaminan sesuai prosedur pengembalian barang jaminan ke admin layanan.
Hakim belum sejalan dengan Penggugat adanya kekurangan hitung
dikarenakan adanya system eror, pada komputer, apabila ada system eror

otomatis system operasi akan berhenti dijalankan, oleh karen itu

%8 3alinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn



46

Penggugat tidak dapat menghitung jumlah yang seharusnya dibayarkan
Tegugat sebelum sistem normal kembali, karena kesalahan yang dilakukan
Penggugat berulang-ulang tidak sekedar waktu Penggugat melaksanakan
perincian jumlah pembayaran, tetapi kemudian, pada pemberian
keteranagn kekurangan yang dilaksanakan Penggugat kepada Tergugat. SP
I, SP II, serta SP Il tidak sesuai pada akad pembiayaan rahn No. 002-74-
004563 pada 3 Mei 2016 diantara Penggugat serta Tergugat, menunjukan
akibat kesalahan yang disebabkan kealpaan sumber daya manusia baik
yang dilakukan dengan terencana maupun tidak terencana misalnya,
Penggugat memasukan data akibatnya menimbulkan kekurangan hitung
sehingga terjadi kerugian Penggugat selaku pengelola dana dan merugikan
konsumen.

Bukti P-8 fotocopy anjuran permohonan pandangan syari’ah ke
Dewan Pengawas Syari’ah bermaterai cukup, di nazegelen, serta sesuai
pada aslinya, bukti berisi permohonan Penggugat pandangan aspek
syari’ah terhadap pemasalahannya ke Dewan Pengawas Syari’ah.
Sedangkan bukti P-9 fotocopy Tanggapan DPS Penggugat bermaterai
cukup, di nazegelen, serta sesuai dengan aslinya bukti tersebut
menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syari’ah memberi pandangan yaitu
Penggugat berhak atas kekurangan pembayaran hutang dengan adanya
pandangan dari Dewan Pengawas Syari’ah, hakim menghormati, tetapi
dari pandangan hakim perkara tersebut tidak benar dengan kejadian ini

dikarenakan adanya kerugian Penggugat disebabkan adanya kealpaan
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Penggugat dari segi sumber daya manusia (human eror) dalam
melaksanakan keuangan, bukanlah akibat system eror komputer, maka
dari itu bukti belum mengikat untuk hakim.>

Mengenai gugatan Penggugat petitum No. 7 akibat kerugian
materiil yang dialami Penggugat, para Tergugat diharuskan membayar
ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk
melakukan pelunasan semua kewajibannya. Hakim mempertimbangkan
apabila barang jaminan telah dikembalikan kepada para Tergugat maka
tidak adalagi kewajiban serta akad pembiayaan No. 002-74-004563-07
pada 3 Mei 2016 telah berakhir. Penggugat mengalami kerugian materiil
karena human eror pada perhitungan Penggugat tidak layak dibebankan
kepada para Tergugat, maka dari itu gugatannya patut ditolak;

Karena gugatan pokoknya ditolak, maka gugatan Penggugat bagi
petitum lain memiliki sifat asesor pada gugatan pokoknya maka dari itu
patut ditolak;

Berdasarkan pasal 181 HIR biaya dibebankan kepada pihak yang
kalah, karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum serta dalil syar’i yang

berlaku serta berhubungan pada kejadian ini

% 3alinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn
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MENGADILI
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Penggugat berkewajiban melunasi beban perkara sejumlah Rp.
495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Oleh karena itu, keputusan ini diambil pada hari Senin, 8
November 2021 Masehi (3 robi’'ul akhir 1443 hijriyah) melalui Hj.
Juharni, S.H. M.H. hakim di Pengadilan Agama Sleman selaku hakim
tunggal, putusannya di ucapkan hari itu dalam sidang terbuka oleh
hakim yang di bantu Dra Lilik Mahsun, S.H. M.H. selaku Panitera

Pengganti dan di  hadiri pihak yang bersengketa.
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BAB IV
ANALISIS DASAR HUKUM SERTA PERTIMBANGAN HAKIM
MENGENAI PERKARA WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN
RAHN

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn)

A. Analisis Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad
Pembiayaan Rahn No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn
Dalam sebuah Negara hukum merupakan suatu hal yang penting,
karena mengatur tatanan hidup masyarakat, berdasarkan pada Pancasila dan
Undang-undang 1945 agar terciptanya masyarakat yang tertib, tenteram, dan
damai. Dalam hal ini lembaga atau kekuasaan kehakiman juga diberi
wewenang dalam berpartisipasi guna menegakan hukum, yang diharapkan
agar terciptanya keadilan bagi masyarakat serta dapat menegakan hukum.
Salah satu badan hukum atau lembaga peradilan yang mampu menegakan
keadilan, ketertiban, kebenaran, serta kepastian hukum yaitu Badan Peradilan
Agama yang mempunyai ruang lingkup yang mengadili sengketa tertentu.
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 14 Tahun 1970.%
Peradilan Agama merupakan instansi yang berwenang dalam
mengadili suatu sengketa dibawah kekuasaan kehakiman dalam hal ini
dijelaskan dalam pasal 2. Peradilan Agama berwenang untuk menyelidiki,

memutus, dan mengadili suatu sengketa tertentu pada tingkat pertama atau

81 Mardani, Hukum Islam, him. 258.
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banding dikhususkan bagi masyarakat dengan kategori Islam mengenai:
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, sedekah, dan ekonomi
syariah.®

Dalam hal ini Pengadilan wajib menyelidiki dan menyelesaikan
suatu sengketa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa sutau
sengketa dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas. Sebab
Pengadilan dianggap mengetahui hukum vyang diperlukan untuk
menyelesaikan suatu sengketa.®® Salah satunya perkara ekonomi syariah yang
diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sleman Nomor putusan
11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn mengenai gugatan wanprestasi dalam akad
pembiayaan rahn.

Gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi dalam akad
pembiayaan rahn pada 3 Mei 2016 sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta
rupiah). Pada 8 September 2016 para Tergugat melakukan pembayaran sesuai
perhitungan Penggugat sejumlah Rp. 118.639.000 (seratus delapan belas juta
enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pembayaran
pokok Rp. 116.169.000 dan pembayaran jasa Rp. 2.470.000 para Tergugat
memahaminya sebagai pelunasan sisa pembiayaan, penutupan dan
pengambilan jaminan. Namun hal tersebut merupakan kesalahan hitung dari
Penggugat dikarenakan system eror, hal ini sudah dikomunikasikan ke para
Tergugat secara lisan dan tertulis, namun tergugat menganggap pembiayaan

sudah lunas. Pada Mei 2020 para Tergugat hanya melakukan pembayaran

%2 Mardani, Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 263.
83 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011), him. 55.
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angsuran pokok sejumlah Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)
dan kewajibannya Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kekurangannya
sebesar Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) Penggugat menuntut
kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp. 74.440.000 (tujuh puluh empat juta
empat ratus empat puluh ribu rupiah). Penggugat dan para Tergugat hadir di
persidangan berdasarkan Pasal 130 HIR. Selain itu juga dilakukan upaya
perdamaian yang dilaksanakan oleh hakim namun tidak berhasil, sehingga
Penggugat mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama Sleman.

Pada petitum angka 2, akad pembiayaan rahn pada bulan Mei 2016,
antara Penggugat dan para Tergugat sah serta mengikat. Hakim
mempertimbangkan Penggugat dan para Tergugat dengan sukarela
melakukan akad, sampai dengan pelunasan serta pengembalian jaminan, akad
pembiayaan rahn nomor 002-74-004563-07 dinyatakan sah secara hukum,
dikarenakan akad telah berakhir dengan pembayaran berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak, maka akad telah selesai dengan pembayaran yang
diakukan para Tergugat.®

Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam
melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.®® Dalam Pasal 22

Perma Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

% Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn
% peraturan Mahkamah Agung Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Pasal 20.
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menyatakan bahwa rukun akad yaitu: a) pihak yang berakad, b) obyek akad,
c) tujuan akad, d) kesepakatan.®®

Bahwa saat Tergugat ingin melunasi pembiayaan pada 7 September
2016, Penggugat kemudian menghitung besarnya jumlah yang harus dibayar.
Keesokan harinya pada 8 September 2016, Tergugat melakukan pelunasan
pembiayaan rahn sesuai kesepakatan antara Penggugat dan para Tergugat
sejumlah Rp. 118.639.000 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh
sembilan ribu rupiah) serta dilakukannya pengembalian jaminan berupa 2
BPKB sepeda motor dan 1 BPKB mobil camry kepada Para Tergugat.
Dengan demikian mereka telah sepakat dan memahami bersama pelunasan
sisa pembiayaaan serta penutupan pembiayaan.®’

Sebagaimana Pasal 1320 yang menjadi syarat sahnya suatu
perjanjian yaitu:
1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal (diperbolehkan).®®

Penggugat dan para Tergugat telah melakukan akad dengan
sukarela, sampai dengan pelunasan serta pengembalian jaminan. Karena akad

telah ditutup dengan pelunasan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan para

22

% peraturan Mahkamah Agung 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal

%7 salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn
% Burgerlijk Wethoek, Kitab Undang-Undang, him. 339.
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Tergugat maka akad dianggap berakhir dengan pembayaran yang dilakukan
para Tergugat.

Bahwa selanjutnya tentang gugatan Penggugat petitum nomor 7,
akibat kerugian materiil yang dialami Penggugat, para Tegugat diharuskan
membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk
meakukan pelunasan seluruh kewajibannya. Menurut hakim apabila akad
telah berakhir serta dikembalikannya jaminan maka para Tergugat tidak
mempunyai kewajiban terkait akad pembiayaan rahn, No. 002-74-004563-07
pada 3 Mei 2016, serta kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari
human eror dalam perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat tidak layak
dibebankan kepada para Tergugat.®®

Dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:

“Apabila nasabah telah melunasi hutangnya beserta dengan imbal

jasa bagi Perusahaan Pegadaian yang menyelenggarakan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah, maka pihak Perusahaan

Pegadaian wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah

dalam kondisi seperti yang sama seperti saat penyerahan”.70

Adapun berakhirnya rahn menurut KUH Perdata yaitu: a) karena
berakhirnya perikatan pokok maka gadai berakhir juga. Hal ini disebabkan
karena hak gadai merupakan hak accesoir, b) karena benda gadai berada
diluar pemegang gadai. Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa
“hak gadai terhapus apabila barang yang digadaikan keluar dari kebiasaan

pemegang gadai”.”t

® Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn

"% peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian Pasal 25.

™ Hana Masawayh Qatrunnada, dkk, “Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum
Islam” Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2018, him. 182.
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Dalam bukunya Wahbah Az Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu rahn
akan berakhir apabila: a) marhun diserahkan kepada pemiliknya, karena
marhun sebagai penguat hutang, apabila marhun telah diserahkan kepada
pemiliknya maka, tidak ditemukan lagi jaminan penguat hutang yaitu marhun,
b) pelunasan hutang rahin secara keseluruhan, jika rahin sudah melunasi
hutangnya secara keseluruhan, maka akad rahn akan berakhir dengan
sendirinya.”

Dalam putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn, Tergugat 8
September 2016 telah melakukan pelunasan dengan cara mentransfer melalui
rekening atas nama Pak Abdul Latif sebesar Rp. 118.639.000 (seratus delapan
belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sistem pembayaran
serta jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan dari Penggugat, jumlah
tersebut sebagai pembayaran sisa pokok pinjaman, jasa, serta finalti yang
telah diperhitungkan Penggugat pada 7 September 2016. Dikarenakan Para
Tergugat telah melakukan kewajibannya yaitu pelunasan pembiayaan maka 2
hari setelah pelunasan pembiayaan (10 September 2016) barang jaminan
berupa 2 BPKB sepeda motor dan 1 BPKB mobil dikembalikan kepada Para
Tergugat.”

Menurut penulis hakim sudah tepat dalam memutus perkara ini.
Apabila objek gadai diserahkan kepada pemiliknya dan rahin telah melunasi
hutangnya maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat kepada Penggugat

karena akad gadai telah berakhir. Dalam Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata

72 \Wahbah Az Zuhaili, Figh Islam, him. 229-231.
3 3alinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn
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menyatakan bahwa “hak gadai terhapus apabila barang yang digadaikan
keluar dari kebiasaan pemegang gadai”..”

Terkait sengketa perkara wanprestasi dalam Pasal 36 Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, seseorang akan dinyatakan melakukan wanprestasi
apabila:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya

2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa para Tergugat tidak
terbukti melakukan wanprestasi, karena para Tergugat telah melakukan
pelunasan pembiayaan pada 8 September 2016, sebelum batas waktu
pembayaran sebesar Rp. 118.639.000 (seratus delapan belas juta enam ratus
tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan mentransfer ke rekening Abdul Latif,
S.E dengan sistem pembayaran serta jumlah yang dibayarkan berdasarkan
perhitungan pihak Penggugat. Jumlah tersebut untuk melunasi sisa pinjaman,
jasa, dan finalti yang telah dihitung oleh Penggugat pada 7 September 2016.

Dari pertimbangan tersebut dasar hukum penyelesaian sengketa
wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn
dinilai tepat dan efektif dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam

akad pembiayaan rahn. Penggugat dan para Tergugat melaksanakan akad

™ Hana Masawayh Qatrunnada, dkk, “Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata” Maliyah
Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2018, him. 183.

" peraturan Mahkamah Agung Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Pasal 36
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secara sukarela sampai pada pelunasan pembiayaan serta mengembalikan
barang jaminan, maka akad pembiayaan rahn nomor 002-74- 004563-07 pada
3 Mei 2026 antara Penggugat serta para Tergugat dikatakan sah menurut
hukum. Dikarenakan akad tersebut telah ditutup dengan pelunasan dan
pembayaran sesuai kesepakatan Penggugat dan para Tergugat maka akad
tersebut telah berakhir.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan
Agama Sleman Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. Mengenai Sengketa
Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Rahn Perspektif Hukum Islam

Dalam hal ini Pengadilan wajib menyelidiki dan menyelesaikan
suatu sengketa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa sutau
sengketa dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas. Sebab
Pengadilan dianggap mengetahui hukum yang diperlukan untuk
menyelesaikan suatu sengketa. ° Dalam bidang hukum acara Peradilan
Agama, hakim harus menggali, mengikuti, serta memahami nilai hukum yang
hidup serta rasa keadilan yang sesuai dengan Syari’ah Islam. Hakim juga
harus menggali, mengikuti, serta memahami nilai hidup yang ada dalam
masyarakat dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-
undang atau peraturan yang berlaku.”’

Dalam menegakan hukum ada beberapa faktor yang perlu

diperhatikan antara lain: keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum, yaitu

"® Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011), him. 55.

" Ahmad Mujahidin, Prosedur dan Alur di Pengadilan Agama (Yogyakarta: CV. Budi
Utama, 2018), him. 7.
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perwujudan dan tujuan hukum. Kepastian hukum ini dapat menjadi harapan
bagi para pencari keadilan terhadap perilaku sewenang-wenang aparat
penegak hukum terhadap penyelenggara keadilan. Oleh karena itu untuk
mewujudkan peningkatan kualitas hakim dan profesionalisme lembaga
peradilan yaitu ketika hakim dapat mengambil keputusan dengan
mempertimbangkan faktor dasar yaitu keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan.”

Tugas hakim adalah melindungi keadilan sesuai dengan irah-irah
pada kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”. Maksudnya hakim tidak tidak memihak pihak lain ketika
menyelesaikan sengketanya karena kedua belah pihak mempunyai hak dan
kewajiban yang sama. Agar putusan yang diambil oleh hakim dapat sesuai
dengan keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat, maka hakim harus
berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat mengambil keputusan.
Bagi pihak yang menang dapat menuntut apa yang menjadi haknya, dan bagi
pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Untuk
menjaga keadilan, keputusan hakim harus konsisten dengan tujuan
Pengadilan yaitu menjamin kesempatan yang sama bagi para pihak yang
berperkara di Pengadilan. Menyelesaian perkara denagan cepat, mudah, dan
biaya ringan merupakan salah satu bentuk keadilan.”

Menurut pasal 62 (1) UU No 7 Tahun 1989, penetapan dan putusan

pengadilan harus memuat alasan, dasar, serta pasal-pasal tertentu atau sumber

"®Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2021), him. 107.
" Mardi Candra, Pembaruan Hukum, him. 109.
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hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili.® Oleh
karena itu, tidak semua perkara wanprestasi dalam Pengadilan dapat
dikabulkan. Dalam hal ini hakim harus mempunyai alasan dan dasar untuk
memutus perkara tersebut.

Ajaran Islam menyarankan kita untuk berpedoman pada al-Qur’an dan
Hadis ataupun sumber lain yang disepakati. Sumber hukum Islam yang utama
yaitu mencari keadilan serta penyelesaian masalah dalam menemukan
jawaban dalam al-Qur’an dan Hadis.* Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No
3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU No. 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009,
bahwa Peradilan Agama berwenang menangani perkara ekonomi syariah.
Penggugat dan para Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh hakim di
Pengadilan berdasarkan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil sehingga
Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Penulis akan
menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan
Agama Sleman mengenai sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn
dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

Hakim dalam memutuskan sengketa wanprestasi dalam akad
pembiayaan rahn Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn, mempertimbangkan dari
beberapa hal diantaranya,

Dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu akad

rahn akan berakhir apabila:

8 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 62.
8 Ady Purwoto, dkk Mengenal Hukum Islam (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi,
2023), him. 22-23.
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1. Marhun diserahkan kepada pemiliknya
Ulama Syafiiyah berpendapat, akad gadai akan berakhir ketika
marhun diserahkan kepada pemiliknya. Marhun memiliki kedudukan
untuk memperkuat utang, apabila marhun diserahkan kepada pemiliknya
maka, maka tidak ditemukan lagi jaminan penguat hutang yaitu marhun.

2. Terlunasinya utang rahin seluruhnya

Jika rahin telah melunasi hutangnya secara keseluruhan, maka
secara otomatis akad rahn akan berakhir.

3. Rahin menjual marhun secara paksa atas perintah hakim, atau yang
dilakukan oleh hakim karena rahin tidak menginginkan dalam penjualan
marhun, Apabila marhun telah dijual dan untuk melunasi hutang yang ada,
maka akad rahn dianggap berakhir.

4. Terbebasnya rahin dari hutang walaupun dengan cara apapun.
Seandainya murtahin menerima barang gadai yang lain untuk
menggantikan barang gadai yang pertama, maka marhun dianggap telah
tertebus.

5. Binasanya Marhun

para fugaha sepakat, rahn akan berakhir jika binasanya marhun,
para ulama berpendapat apabila marhun binasa maka, murtahin tidak
harus menanggungnya kecuali disebabkan unsur kelalaian ataupun
pelanggaran yang disebabkan oleh murtahin, karena marhun merupakan

barang amanat.
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6. Pentasharufan marhun dengan cara meminjamkannya, menghibahkannya,
ataupun mensedekahkan. Akad rahn akan berakhir apabila marhun di
pentasharufan oleh rahin atau murtahin melakukan dengan cara
meminjamkan, menghibahkan, mensedekahkan atau bahkan menjualnya.
Akad rahn juga akan berakhir jika murtahin menyewa marhun dari rahin

jika memang memperbarui a/-gabdhu atas dasar akad sewa.®

Dalam ketentuan hukum Islam yaitu apabila marhun atau obyek
gadai diserahkan kepada pemiliknya serta rahin telah melunasi hutangnya
maka akad gadai dianggap berakhir, murtahin tidak akan mengembalikan
jaminan sebelum rahin melunasi hutangnya. Menurut pendapat Imam Ahmad
dan Imam Syafi’i juga berpendapat demikian, yaitu apabila barang gadai
diserahkan kepada pemiliknya, rahin telah melunasi hutangnya, dan
pelunasan yang dilakukan telah melewati batas waktu pembayaran maka akad
rahn dianggap berakhir. &

Dalam al-Qur’an Surat Al-Maidah (5):1 yang berbunyi

338l i3t el s @iy

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Dalam kaidah hukum islam, “pada asasnya perjanjian (akad) itu

adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa

yang mereka tetapkan melalui janji”®

82 \Wahbah Az Zuhaili, Figh Islam, him. 229-231.

8 Harimun Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi
(Bandun%: PT Remaja Rosdakarya, 2019), him 174.

* Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: Uad Perss, 2019), him.
135.
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Dengan demikian perjanjian itu harus dipenuhi, dan perjanjian akan
mengikat dengan sebuah kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian
ditetapkan melalui janji.

Daman udwan (dhaman al- ‘udwan), yaitu tanggung jawab perdata
untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan
(al-fi’l adh-dharr) atau dalam istiah hukum perdata Indonesia disebut dengan
perbuatan melawan hukum.®

Apabila debitur tidak melaksanakan akad yang disepakati, sehingga
menimbulkan kerugian bagi kreditur maka hal tersebut menjadi logis bagi
debitur harus memberi ganti rugi. Namun tidaklah logis jika kesalahan yang
diakibatkan oleh kreditur, debitur harus memberikan penggantian karena
kesalahnnya. Menurut hukum Islam debitur tidak dapat dibebani ganti
kerugian apabila kerugian yang dialami oleh kreditur tidak disebabkan oleh
kesalahan debitur.

Berdasarkan pertimbangan hakim perspektif hukum Islam sudah
sesuai, hakim mempertimbangkan Penggugat dan para Tergugat melakukan
akad secara sukarela, dan akad tersebut telah ditutup dengan pelunasan
pembayaran pembiayaan sesuai kesepakatan dan dikembalikannya jaminan
maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat kepada Penggugat. Menurut
hukum Islam debitur tidak dapat dibebani ganti kerugian apabila kerugian
yang dialami oleh kreditur akibat kesalahan hitung tidak disebabkan oleh

kesalahan debitur. Karena putusan hakim dimenangkan oleh para Tergugat

8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007),
him. 330.
8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, him. 336-337.
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maka pihak Penggugat berada dipihak yang kalah diharuskan membayar
perkara ini sejumlah Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian
sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn (Analisis Putusan

Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn), maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan hakim memutus sengketa wanprestasi dalam
akad pembiayaan rahn pada putusan Pengadilan Agama Sleman No.
11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. Hakim menggunakan Pasal 20 dan 22
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta pasal 1320 dan 25 POJK.
Penggunaan Pasal tersebut menurut penulis sudah tepat karena Penggugat
dan para Tergugat telah melakukan akad tersebut secara sukarela, sampai
pelunasan serta pengembalian jaminan. Dikarenakan akad tersebut telah
ditutup dengan pelunasan pembiayaan yang dilakukan para Tergugat,
sesuai kesepakatan kedua belah pihak maka akad tersebut telah berakhir.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi akad
pembiayaan rahn dalam perkara No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn. sudah
sesuai ketentuan hukum Islam karena Penggugat dan para Tergugat telah
melaksanakan akad secara sukarela, dan akad tersebut telah ditutup dengan
pelunasan  pembayaran  pembiayaan  sesuai  kesepakatan  dan

dikembalikannya jaminan maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat
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kepada Penggugat. Menurut hukum islam debitur tidak dapat dibebani
ganti kerugian apabila kerugian yang dialami oleh kreditur tidak
disebabkan oleh kelalaian debitur.
B. Saran
Bagi kreditur dan debitur agar lebih berhati-hati dan teliti lagi
khususnya bagi pengelola dana, serta mencermati perjanjian yang telah
disepakati kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perselisihan. Apabila suatu
saat terjadi perselisihan maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui
jalur litigasi atau non litigasi.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan hendaknya harus

mengetahui sistem dan prosedur yang ada didalam pembiayaan tersebut.
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'gQTUSAN
Nomor41/Pdt.G.S/2021/PA.Smn
- 4‘5,¢ L ‘ .
: R —
DEMI KEQD‘LA“‘BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pméadﬂ?ﬁi Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-
tertentu pada {fingkat pertama dalam sidang majelis telah menjaluhkm putusan
perkata Ekonomi Syariah antaré

&, & Penggugal” yang berkedudukan di Ji. dr. Radjimin, Paten;, Kaiurahan Tridadi,

A Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini
diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dga”m kedudukannya
sebagai Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan
Pengurus Nomor: 01/SKIO‘WKIIAIV2019 Tertanggal
2 Januari 2019, seﬁnptnya disebut sebagai

A Ponggugat h ¥
¢ awan
s 5 Tergugat |, umur 42 tahun, aga aylslam, pekerjaan Wiraswasta, tempat /
b 4 € ama’i di Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat o .
- 3 &
\\ ¥ Tergugat #l, umu ‘un, a&ama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

" kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat
¥ -
Tergugat | dan Tergugat Il dalam hal ini didampingi
\ 3 € oleh kuasa hukumnya yaitls Sapto Nugroho Wusono,

¢ S.H, MH., Muchamad Yogo :Hutomo, S.H.,
Mustopa, SH. MH. Aj Herambang, SH. dan
Norman Ramadhan, SH., éémdmya advokad
beralamat di "SNW & Partner ian Jambon KM. 1,5
Kalurehan  Trihanggo, Kapmewon Gamping

& 5 Kabupaten S!emm berdasarkan Surat Kuasa
. Khusus tanggat }5:;Oktober 2021, selanjuinya
‘ dlsebqg Tergugat,
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Pengadilan Agama tersebut; -

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar ketgféngaﬁ para pihak dan para saksi serta memeriksa bukti
lainnya di mukasidang;

. DUDUK PERKARA
% “ng‘jimbmg, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11
Oktobér 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar

“di Kepaniteraan ~ Pengadilan ~ Agama  Sleman déngan Nomor

11/Pdt.G.§/2021/PA.Smn, tanggal 11 Oktober 20215 mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2[')15, ‘Penggugat dan Para
Tergugat telah membuat dan menandatarigani'Akad Pembiayaan Rahn,
dengan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah),

2. Bahwa berdasarkan Akad Eembiayaér Rahn, hutang tersebut akan
dibayarkan secara Angsura"f !

leh éa’ra Tergugat setiap bulannya sejumiah
Rp. 7.996.667,-dengan n’né:ajg Rp.4.166.667,- sebagai pembayaran
Pokok dan Rp. 3.809.0‘” - sebagai pembayaran ujrahfjasa, dan akan
dibayarkan sebany@{ 481:»131 dengan jatuh tempo akhir tanggal 03 Mei
non: b, 49

3. Bahwa padéfhibgd 08 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar
Rp 118:639.000,- oleh Para Tergugat dengan rincian pembayaran pokak
pérﬁbi_ayaah“ ‘Rp. 116.169.000,- dan pembayaran jasa Rp. 2.470.000;-
perﬁbayaran tersebut dipahami sebagai pelunasan sisa pembiayaan dan

% “‘penutupan pembiayaan, dan dilakukan pengambilan jaminan. oleh Para

 Tergugat, yang mana hal tersebut merupakan kesalahan hitung dari
Penggugat dan perihal kesalahan hitung tersebut telah dikomunikasikan
kepada Para Tergugat secara lisan maupun temlis;detapi Para Tergugat
tidak menanggapi pengkomunikasian tersebut da"t tetap menganggap
pembiayaan sudah lunas; s 3
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4. Bahwa sampai dengan jéu,i‘lh‘ftempo akhir, tanggal 03 mei 2020, Para

Tergugat tidak melakukm‘pe‘mbayaran sebagaimana yang disepakati
dalam akad Rahn tersebut .
Perhitungan samp demgan bulan Maret 2020, Para Tergugat hanya
membayar kewabannya yaitu angsuran pokok dengan nilai total sebesar
Rp. 1300000@0 dari kewajiban sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga ‘ada
kekurangm sebesar Rp. 70.000.000,- sedangkan pethitugan jasa, sesuai’
:‘l‘usy’ dalam akad perjanjian bahwa setelah jaminan diambil maka Penggugat
ﬁdak mengenakan biaya jasa penitipan dan perawatan barang, maka
kewajiban Tergugat adalah menyelesaikan sisa pokok pembiayaan dan
kewajiban yang sepakati dalam akad pembiayan;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan komunikasi dengan cara
mendatangi Para Tergugata secara langsung, mengirimkan Surat
Pemberitahuan dan Surat Peringatan; ) 3

6. Bahwa sesuai akad pembiayaan Rdﬁm' yar;g telah disepakati, apabila
Tergugat wanprestasi maka Tergqgat dikenaken denda sebesar 3 % dari
kewajiban yang hamsdlbaya ) '

7. Bahwa atas wmprestasn yang dllakukan Para Tergugat, Penggugat
mengalamtkemgnan upa:

Rp.  70.000.000-
% ) Rp. 2.260.000,-
= Rp. 2.180.000-
= Rp.  74.440000-

(T ujah PuTuh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh  Ribu Rupiah).
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di . atas,
r‘.‘Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama ﬁlemm unfuk
“.memanggil para pihak yang bersengketa pada satu pemgmgm yang telah
"ditentukan guna memeriksa, mengadii dan memutis. gugatan ini dan
selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagaiberikut:

Primair :
1. Mengabtilkan gugatan Penggugatuntuk selumhnya
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2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 03 Mei 2016
yang dibuat antara Peﬁggugét dan Para Tergugat adalah sah dan
mengikat; :

3. Menyatakan secafa hukum bahwa akad pembiayaan Rahn tertanggal 03
Mei 2016 belumlunas walaupun jaminan telah diambil oleh Tergugat;

4. Menyataka'\ ‘Secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan
wanpresmsn kepada Penggugat;

5. "_Menghuknm Para Tergugat untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran

6. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para» Tergugat
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada
maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan atau
agunan atas hutang Para Tergugat kepada Penggugét;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggmkg" 'mnleng untuk membayar
lunas semua kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dan ganti
kerugian materiil yang dialami oleh Penggugatyaltu sebesar

~ Kerugian Materiit (Pokok ) Rp. 70.000.000,-

- Kerugian materiil (Jasa Rp. 2.260.000,-

- Denda Rp. 2.180.000,-

— Total Rp. 74.440.000,-
(Tujuh Puluh Emj a Empat Ratus Empat Puluh  Ribu Rupiah)

8. Menghukum Para Jergugat secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara Jig timbul dalam perkara ini.
Subsidair :,
Apablla Peﬂgadﬂan berpendapat lain mohon putusan yang ssadrl-adﬁnya (et
aequoetbono)
g Bahwa pada hari persidangan yang telah dltetapkm Psngg:gat dan
“wTergugat | telah hadir di persidengan, kemudien Hakim berupaya untuk
fnendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil; ' :
Bahwa, selanjuthya dibacakanlah Gugatan Péﬁggigat tersebut yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa atas gugatan Penggugat tersp&;_t,, f!‘argugat | telah memberikan
jawaban lisan yang pada pokoknya sebagaiberiktit :
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Bahwa dalil yang dikemukakan Periggugat pada posita nomor 1 benar;
Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 2 benar;
Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 3 yang
menyatakan Para Tergugat membayar Rp 118.639.000,00 tidak benar,

melainkan Para Tergugat telah mentransfer sesuai perhitungan yang telah «
diberikan oleh petugas KSPP Syariah sejumlah Rp. 119.875.000,- (Seratus

Sembilan ;boifas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumieh
tersebut unftuk pembayaran pokok, jasa dan pinalti, dan menumt KSPP
s‘yan"ah sudah lunas;

Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita fiomor 4 tidék benar,
karena Para Tergugat pada tanggal 08 September, 2021 ﬁelah melakukan
pelunasan sesuai petunjuk yang diberikan oeh petu@s Penggugat pada
tanggal 07 September 2021;

. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugatpada pOSna nomor 5 benar;
. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 6 benar;
. Bahwa dalil yang dakemukakan Pengg.xgat pada nomor 7 tidak benar dan

Para Tergugat membantah, yang er qadn sebenamya adalah pada tanggal 07
September 2016 Para Tergugat- menyatakan kepada Penggugat (KSPP
Syari'ah Prima Artha) vyﬁ'uwln(hmelunasi pembiayaan yang tercantum dalam
Akad Rahn tanggal’ b
melakukan perhitdvngm‘ﬁ"ya»:;g hasiinya diberitahukan kepada Para Tergugat,

Meéi 2016, kemudian dalam 2 hari pihak Penggugat

untuk melalmkmpelunasm Para Tergugat diminta untuk mentransfer uang
sejumlah Rp1~19 875.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh
puluh “lima, nibu rupia) ke rekening atas nama Abdul Latif, kemudian Para
Tergugat pada tanggal 08 September 2016 mentransfer uang sesuai

G perhitungan dari Penggugat sejumlah Rp119.875.000,00 (seratus sembilan
“belas juta delapan ratus tujh puluh lima ribu rupiah), jumlah tersebut untuk

membayar sisa pokok pinjaman, jasa dan pinaitiy, dan menumt Penggugat
sudah lunas, lalu 2 hari setelah itu barang jaminan:‘becupa PBKB satu unit
mobil Toyota New Camry dan dua unit sepeda momr honda dikembalikan
kepada Para Tergugat, dengan demikian' Para Tergugat membantah Para
Tergugat telah melakukan wmpmegt__asrkapgda Penggugat dalam Akad Rahn
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tanggal 03 Mei 2016;
8. Bahwa Para Tergugat menciiak seluruh tuntutan Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alatbukii borupa
A. Surat: 5
1. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor:
01ISK161-PAN|IAIII2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan
,SQ.;dam Abdul Latip SE sebagai Penggugat yang bemeterai cukup,
- telah dicocokkan dan  sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74;00456307tanggal3
' Mei 2016 yang bermeterai cukup dan telah sesuai déngéh aslinya (Bukti
o, & P2); ¢
¢ Fotocopy Surat informasi mengenai penyelesaian selisih Pembiayaan,
Nomor 74/03-PA/A2/02/17 tertanggal 2 Februan 2017, yang bermeterai
cukup dan telah sesuai dengan aslmya (Bukt| P.3);
4. Fotocopy Surat Penngatarg_ sya (SRI)momor 7/SP1/03-PANHCAIN2021
tanggal 25 Maret 2021 yang
aslinya (Bukti P.4);
Fotacopy Surat Peringatan dua (SP.ll) nomor 8/SP/03-PANVC/IV2021
1'yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

w

eterai cukup dan telah sesuai dengan

o

6. FotooopnyuriFPeringata'l tiga (SP.IT) nomor 1/SPIIV03 -PANI/C V112021
tanggal 8 JUni 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan
% aslmya (Brkti P8);

7. Fotocopy Kartu Angsuran Para Tergugat, yang bermeterai cuh.lp dan

telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Fotocopy Permohonan Pandangan Aspek Syarl‘ah Kepada Dewan

Pengawas Syari’ah nomor 15//03—PANI/A/IX/2021 tanggal 23 September

2021 yang telah diberi meterai cukup dan tstah ‘sesuai dengan aslinya

(Bukti P.8); i

9. Fotocopy Tanggapan Dewan PengaWas Syanz-h KSPP Piima Artha
nomor 02-OP.DPS-PA/X/2021 tangga 8 Oktober 2021 yang telah diberi

®
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meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti .P9);
B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, Agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tmggat d« Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :

- bah‘}/a Sé'ksi kenal dengan Penggugat sebagai direktur KSPP Syari'ah
‘-j‘dan kenal dengen Para Tergugat sebagai nasabah di KSPP Syan ah
i i _;.anaArtha
" - bahwa Saksi bekerja di KSPP Syari'ah, jabatan Saksi sekarmg di
KSPP Syari'ah sebagai Kepala Cabang Sayegen, sedangkan
sebelumnya Saksi sebagai Pjs. kepala Cabaﬂg KSPP: Syari'ah Prima
Artha di JI. Radjiman paten Tridadi; \
- bahwa Saksa tahu, yang menjadi rnasaldw Penggugat dan Para
Tergugat adalm mengenai gerselig@m\‘pemtwngan pelunasan yang

dilakukan oleh Para Tergugat y:
pembayaran dalam akad Ra i

i‘Tgrgugat masih ada kekurangan
Tergugat tanggal 3 Mei 2016;

ukan Akad Pembiayaan Rahn yang
dilakukan oleh Pengg.lqat dengan Para Tergugat, pihak Penggugat
diwakili oleh Saks
kepada Par:
rupiah),

- bahwa pada wakiu'm

_sendiri  Penggugat memberikan pembiayaan
sejumiah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
dengan ketentuan angsuran 48 bulan, sejumiah 4
Rp7 9966@(50 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu
enam rctus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulannya, Para Tergugat
‘"’l": "‘miembenkan jaminan 3 BPKB, 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB
't“sepeda motor, yang disimpan di safe deposit box Penggugat;
- bahwa jalannya pembiayaan Tergugat sudah mengangsur 3 kali pada

bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 jumlah angsuran:yang dilakukan
sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad‘_ﬁvéb,«bulan sejumliah
Rp7.996.667,00 (tujuh juta sembilan ratus:sempilan puluh enam ribu
enamratus enam puluh tujuh rupiah); 5.

- bahwa pada tanggal 07 Seﬁtember 2016 Para Tergugat
mermberitahukan hendak membayar.lunas pembiayaannya lalu pihak
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Penggugat melakukan :pe,mltungan jumlah yang harus dibayar oleh
Para Tergugat, pada: tanggal 08 September 2016 pihak Penggugat
memberitahukan-- kepada Para Tergugat supaya pembayaran
pelunasan cmrmafé‘r ke rekening BCA atas nama Direktur (Abdul latif)
sejumlﬁh“Rp1\i'8.639.000.00 untuk pembayaran pokok jasa dan finalti;
baﬁ?blq:é’shnasm tersebut atas inisiatif dari Para Tergugat pada bulan'.
September 2016 untuk melunasi akad pembiayasn, dengan jumiah
“__,&éﬁgrtelah dhitungkan oleh petugas Penggugat, namun:wakiu it
karena system dalam computer sedang error sehingga terjadi jumlah

yang berbeda dengan yang sebenamya harus di&ayar oleh Para
Tergugat, dan terdapat selisih sejumlah Rp70:000;000;00 (tujuh puluh
juta rupiah), dan selisih tersebut baru diketahui setelah beberapa hari
yang Saksi tidak ingat lagi;

- bahwa pada tanggal 08 September 2016 Tergugat melakukan
pembayaran dengan cara transfer, dlhlung dengan 3 kali angsuran
yang telah dilakukan sebeiutmya berjumiah Rp130.000,000,00
(seratus tiga puluh tha jiah) untuk angsuran pokok sebagai
pelunasan, 2 hari kemudian pihak Penggugat mengembalikan jaminan
berupa 3 PBKB aitu 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor kepada

bahwa Saksi:mengetahui ada selish penumlahan karena system
error itu; 1-3" minggu setelah pembayaran pelunasan dan jaminan
dlkemh,ﬁhkah kepada nasabah dan Saksi melihat dari system Saksi
dnpen;umldwm angka Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta
rupiah), sedangkangkan sehamusnya pembayaran pelunasan
sejumlah Rp200.000,000,00 (duaratus juta rupiah);

bahwa Saksi lakukan ketika mengetshui ada kesalahan saksi
langsung kerumah Para Tergugat dan Saksi datangi tempat usahanya,
namun berkalikali Saksi datangi tidak benemﬁ'dgngan Para Tergugat,
kemudian bulan Oktober 2017 Saksi datangi‘lagi keumah Tergugat
hanya ketemu dengan Tergugat I dan ‘kemudian Saksi sampaikan

permasalah tersebut, namun " Tergugat I menjawab dengan
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mengibaratkan seperti 6rang yang membeli ketika mendapat
pengembalian lebih yaitu sebagai keuntungan Para Tergugat;

bahwa kemudian‘KSPP Syariah memberikan Surat Peringatan 3 kali,
yang pert__amgiSR‘l fanggal 23 Maret 2021, SP Il tanggal 14 April 2021
dan SP lylla“ Hggal 8 Juni 2021, dan ketika Saksi memberikan Surat
Peﬁﬁg@ﬁ tersebut Saksi bertemu dengan Tergugat tetapi Tergugat

tidak-mau menanda tangani dan tidak menerima, kemudian SP il

» i _Séksftidak bertemu dengan Tergugat kemudian Saksi.. tiﬁpkaﬁ pada
tetangga Para Tergugat dan SP Iil tidak bertemu Para. Tergugat
kemudian Saksi titipkan ibunya Para Tergugat;

- bahwa prosesnya pembiyaan pertama Pemofion‘mengajukan dengan
cara mengisi Form, kemudian pihak KSP,E_’ Syajﬁ'dw melakukan survey
terhadap usahanya dan survey jaminannya,kevhudim di analisa oleh
Komite pembiayaan, kemudian keluar SP3 surat pemberitahuan
pencairan pembiayaan;
bahwa yang menandatangi SP3 adalah Saksi selaku Pjs Kepala
Cabang waktu itu denga

aksi 2 sebagai admin Layanan;

bahwa ketika Para Tergugat akan melunasi akad Rahn tersebut telah
lihat daftar ang mdm acuannya di system IT, dan tanda tangan
dari Pjs. Kepala.C cl dan Direktur,

bahwa pm;e@rpengembalm jaminan kami order ke admin layanan,

'

setelaﬁ“oﬁvr ke KBO (kepala bagian operasional kemudian ke
petugaa ADB jadi sudah sesuai prosedur pengembalian barang
" “jeminan;
-»j-bahwa Penggugat tahu ada selisih perhitungan setelah jaminan
dikembalikan kepada Para Tergugat sekitar 1-3 minggu;

2. Saksi 2, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta
tempat tinggal di Kabupaten Magelang; d| béwm sumpahnya
memberikan keterangan sebagai benkut i
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagal direkiur KSPP Syari'ah

dan kenal dengan Para Terg gat;s_ppggac nasabah di Penggugat;
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bahwa pada saat: ter]admya akad Rahn yang dilakukan Penggugat
dan Para Tergugat Saksn bekenja di Penggugat sebagai Staf Admin
Layanan;

- bahwa Saksi. tmu pada tanggal 3 Mei 2016 terjadi akad pembiayaan
Rahn dehgm jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta mptd'l)
dengan agunan 3 BPKB ( 1 BPKB mobil dan 2 BPKB sepeda Molvor)

‘“dengan jangka waktu 48 bulen dengen angsuran Rp7.996. 667,00
'~ :;v;('.u;uh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam
puluh tujuh rupiah) per bulan;
bahwa Saksi bekerja di KSPP Syari’ah Prima Arta’s sejak Januari tahun
2016;
- bahwa Saksi tahu dan mengikuti pembvayam hrsebut hanya dua
bulan saja yaitu pada bulan Juni dan Juli: Tergugat mengangsur secara
lancar lalu karena saat itu Saksi dnmuatsu Ke Cabang Seyegan, Saksi
tidak tahu lagi perkembangan selan;uhya
- bahwa sebagai Admin ALay@m Salssc tahu bila ada anggota yang
tidak ber'itikad baik; <

érha Istam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di Kampaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan

|»k al dengm Penggugat sebagai direkiur KSPP Syari'ah

dan kenial @ngan Para Tergugat sebagai nasabah di Penggugat, = 5 ;

- bahwa. saks» bekerja di Penggugat sejak tahun 1999 sampai sekarang
*“dan jabatan Saksi sebagai Marketing;

- bahwa Saksi tahu Tergugat | sebagai anggota Penggugat, dén terskhir
. melakukan Pembiayaan Rahntahun 2016; ;

- bahwa Pembiayaan Rahn- Tergugat sejumlah Rp. 200 000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun dengm angsuran
setiap bulannya Rp7.996.000,00 lebih beberapa ruplah yang Saksi
tidak ingat lagi;

- bahwa dalam pembiayaan dimaks

pada awalnya Tergugat
mengangsur 3 bulan be ;utwm‘mt dsngm jumiah angsuran yang
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sama, kemudian pada: bdlan September 2016 Tergugat membayar
sejumiah Rp. 118.639LOQ0,00 (seratus delapan belas juta enam ratus
tiga puluh Sembitan ribu rupiah) dengan cara ditransfer;

bahwa pada, bulen September 2016 Para Tergugat bermohon untuk
melaqua'»;;péhmésm, lalu atas permohonan tersebut KSPP Syariah -
P_rirﬁa,é%a melakukan perhitungan jumiah yang harus dibayar oleh

Parngergugat, sedangkan yang menghitung jumiah pembayaran
: ‘v_‘,,-;'le:rset;ut adalah Ibu Eko, tetapi karena system error jadi ada selisih
penjumlahan, dari selisih tersebut baru diketahui Para Tergugat dalam
pembayaran pelunasan kurang sejumliah Rp 70. 000 000,00 (tujuh

puluh juta rupiah); .
- bahwa di Penggugat setiap sore selalu dllah:kan clos:ng namun hari

itu dilaporkan atau tidak Saksi tidak tahu;

Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak akai"mengajuka'\ bukti apapun,
meskipun hakim telah memberi kesempata kepada Para Tergugat untuk
mengaijukan pembuktian; 3

Bahwa Penggugat telah menyampalkan kesimpulan secara lisan sebagai
berikut:
1. Bahwa dari bukti-bul

lis maupun bukti 2 arang saksi menerangkan

Para Tergugat masi Wu'lya tanggungan yang belum dibayar sejumiah
Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah):

2. Bahwa F'ara Te(g?gat tidak bisa membuktikan kalau dirinya telah membayar

ampai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai ya\g
tertuanqdalam ékad

3. Bahwa adanya selish perhitungan terjadi karena error system: pada

~ 'komputer saat Penggugat melakukan perhitungan sisa pembiaayaan yang

“harus dibayar oleh Para Tergugat untuk melakukan pelunasan“’

4. Bahwa mengetahui adanya selish sisa yang belum: dlbayar oleh Para
Tergugat lalu Penggugat melalukan pendekatan;d f‘penyelesalan secara
kekeluargaan dengan cara beberapa kali mendatahgl Para Terrgugat dan
telah melakukan prosedur layanan standar mﬁlalun SP (surat Peringatan)
sampai 3 Kali, namun tidak direspon oleh. Para Tergugat,
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5. Bahwa demi untuk menjage Ahubvuﬁgan baik dengan anggota dalam hal ini
Para Tergugat yang kurang'pembayaramya maka Penggugat memberikan
keringanan dari kekurmga'\ pembayaran sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh
puluh juta rupqd:) meﬂyaci Rp 35. 000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
agar dlbayarkan secara tunai oleh Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis
sebagai benkut

y

2 Bal;:wa, banar Para Tergugat mehakukan Kesepakatan Akad'Pembiayaan
Rahn dengan Penggugat selaku Penggugat tertanggal 03 mel 2016;

2, Bahwa, benar cicilan angsuran yang dibayarkan oleh'cP,ar‘,‘fa Tergugat tiap
bulannya adshah sebesar Rp. 7.996.667,- (Tujuh“duta> Sembihan Ratus
Sembilan Puhuh Enam Ribu Enam Ratus Enam ‘Puhuh Tujuh Rupiah)
selama 48 bulan; ;

3. Bahwa, benar rincian cicilan angsura'\ tersebut terdiri dan Pembiayaan
Pokok dan Jasa; ;

4. Bahwa, benar Para Tergugat’ dé)—"zmembayar sebanyak 4 (Empat) kali

sampai bulan September 201 e :
5. Bahwa, tidak benar pada bu lan September 2016 Para Tergugat membayar

sebesar Rp. 118.639.000 ratus Delapan Behas Juta Enam Ratus Tiga

Puluh Sembilan Ribu, Rupish), mehainkan sejumhah Rp. 119.875.000,-
(Seratus Sembih elas Juta Dehapan Ratus Tujuh Puhuh Lima Ribu
Rupiah) meiaﬁﬂ;.i“’énsfer ke BCA atas nama ABDUL LATIP, M.M. selaku

6. Bahwa benar pada pembayaran angsuran pada bulan September
2016 dipahami bersama oleh Pihak Penggugat selaku Penggugat
; "+ dengan Para Tergugat sebagal Pelunasan:

: .7.Bahwa, benar Jaminan yang dimiliki oleh Para: Tergugat sudah
dikembalikan oleh Penggugat seluruhnya sebagaf ‘fanda Pelunasan
Fasilitas Akad Pembiayaan Rahn antara Penggugat*ﬂan Para Tergugat;

8. Bahwa, benar selama ini predikat Para Tergugat tergolong bagus dan
masuk sebagai kategori Debitur Pnomas dalam melakukan Pinjaman

kepada Penggugat;
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9. Bahwa, tidak benar Pa;a ‘Tergugat telah melakukan Perbuatan
Wanprestasi karena dari keterangan saksi-saksi maupun gugatan
Penggugat sudah" melakukan kewajibannya dalam pelunasan Akad
Pembiyaan Ra_ljh di Penggugat;

Bahwa, sudah-f,,téi"ﬁh‘at jelas kalau Para Tergugat tidak melakukan

Wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUH perdata

a Sé'bska{ mereka yang mengikatkan dirinya;

b “Ké"eak'apan untuk membuat suatu perikatan;

¢ suatu haltertentu;

d suatu sebab yang halal, b

maka dalam keadaan ini sesuai dengan point a; Penggugat dan Para
Tergugat telah sepakat memahami secara, batﬁgrha Pelunasan sisa
Pembiayaan Rahn dan Penutupan Pembiéyaa"n pada tanggal 08
September 2016 sebesar Rp. 118.639.000; (Sératus Delapan Belas Juta
Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu_ Ruéiah) dan dikembalikannya
jaminan kepada Para Tergugat; ©

bahwa, apabila sudah m'eh Japat an kesepakatan pembayaran yang
dilakukan Para Tergugat itu bagai pelunasan maka Akad Pembayaran
Rahn mi berakhir, sesggai al 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua persetujga‘u mwbuat sesual dengan undang-undang beraku
sebagai undan,g; dang bagi mereka yang buatnya. P tujuan itu
tidak dapat dmgriﬁkembali Selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,
atau kaféha Malasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang‘.
Pérséﬁ:juénfhams dilaksanakan dengan itikad balk"Bahwa atas uraian
diafa"'s untuk selanjutnya Para Tergugat memohon kepada S Majelis

“'Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan: menjatuhkan

A putusan sebagai berikut:

" Primair

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhn:

Subsider h

o

Mohon kepada majelis hakim yang memerik;a perkara mi berpendapat lain,
mohon memberikan Putusan yang,saayil-}qgiﬁya (Ex aequo et bono).
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Bahwa unfuk meringkas u'raian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal
sebagaimana tercantum dalam: @érita Acara Persidangan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini.

" PERTIMBANGAN HUKUM

Memmbmg bd‘lwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagamanalelah diuraikan di atas; :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syand'r b
be’f;;iavsax,kan;Pasal 49 hurnuf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun_2006 tentang
perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang NMSO Tahun 2009,

“*maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Penggdhan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para ’Ta?{gl':gat telah hadir di
persidangan, serta upaya damai sebagaimana dimai‘(sud Pasal 130 HIR. telah
dilakukan oleh Hakim di persidangan, namun upaya ‘perdamaian tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan engg.:gat adalah gugatan wanprestasi
yang dilakukan oleh Para Tergug dap Akad Pembiayaan Rahn tanggal
03 Mei 2016, yang telah dnandaﬂmgmi Penggugat dan Para Tergugat, dimana
Penggugat menuntut ag;r“
dialami oleh Penggugat
70.000.000,00, Jasa

ara Tergugat membayar ganti kerugian yang
erugian materiil terdiri dari kerugian Pokok Rp
) 2 260. 000 00 dan denda Rp2.180.000,00 seluruhnya

berjumlah Rp7444Q’b0000 (tujuh puluh empat juta empat ratus empat puiuh

ribu rupiah), ata'
dllakukan pembayara\ sebesar Rp118.639.000,00 oieh Para Tergugat
pembayaran tersebut dipahami sebagai pelunasan sisa pemblayaan dan

“.penutupan pembiayaan, serta dilakukan pengambilan jaminan_ oleh Para

Tergugat, walaupun jumlah pembayaran tersebut dilakukan sesuai perhitungan
Penggugat saat itu, namun terdapat keSalahm hitung-dari Penggugat akibat
system error dan perihal kesalahan hitung terseb,dt':‘ telah dikomunikasikan
kepada Para Tergugat secara lisan maupun tertulis, téthpi Para Tergugat tidak
menanggapi dan tetap menganggap pembiayé'a:\ sudah lunas, dan sampai
dengan jatuh tempo tanggal 03 Mei 2020 Para Tergugat tidak. melakukan
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pembayaran sebagaimana.yang disepakati dalam akad Rahn tersebut, tetapi
Para Tergugat hanya membéygr angsuran pokok dengan nilai total sebesar
Rp130.000.000,00 dari?kewajiban sebesar Rp200.000.000,00 sehingga ada
kekurangan sebesarRﬁ’lopoo.OO0,00;

Menimbaqg" ahwa

: ahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para
Tergugat telah, m"Sngajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil:
gugatan: _yang digjukan Penggugat, dan Para Tergugat meno{ak telah
metakukm Manprestasi atas dalil yang dapat diringkas “pada tanggal 08
Septamber 2016 Para Tergugat telah melakukan pelunasan dengan cara
mentransfer uang sejumlah Rp119.875.000,00 (seratus ‘'sembilan belas juta

“rdelapan ratus wjuh puluh lima ribu rupia) ke rekening. atas nama Pak Abdul
Latif, cara pembayaran dan jumlah tersebut tela: sesuai petunpuk dan
perhitungan dari petugas Penggugat, jumlah;, tersebut untuk membayar
pelunasan sisa pokok pinjaman, jasa dan pinalti yang telah diperhitungkan oleh
Penggugat sejak tanggal 07 September 2016, dan karena Para Tergugat sudah
membayar lunas kewajiban Pa e}»gug_vat"fhaka 2 hari setelah pelunasan
tersebut barang jaminan berup satu unit mobil Toyota New Camry dan
BPKB dua unit sepeda motor hon ) oleh Penggugat dikembalikan kepada Para

Tergugat; ,
Menimbang, bahw. k menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
mengajukan alatbuktt rat, yaitu P.1 sampai dengan P. 9 dan tiga orang saksi;

Menimbang bshwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan .
temadap bukﬁ-b kti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat
dnpemmbangkan sebagan berikut:

Memmbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Surat Kepulusan
_P‘enngs KSPPS Prima Artha Nomor : 01/SK/01-PANIA/N2019 tanggal 2
Januari 2019, tentang Penetapan Saudara Abdul Latif' SE ~sel§agai Direktur
Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokan dan semai dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut memelaskan ‘mengenai kedudukan
Penggugat sebagai Penggugat, sehinggga bukti réebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, maka menumnt pasal 165 HIR mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempuma (voilledi )dan mengikat (bindende).
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Menimbang, bahwa, karena térbukti Abdul Latif, S.E., berkedudukan
sebagai Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang
Nomor : 25 Tahun 1992 tentmg Perkoperasian yang menyebutkan bahwa
‘pengurus berwenang. : mewakrll koperasi di dalam dan di luar Pengadilan”.
Oleh karena ity Abdul Latif, S.E., berhak mewakili Koperasi Penggugat atau.«
Penggugat Slema'\ baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya
menurut haklm Abdul Latif, S.E., mempunyai legal standing unl.lk
mengs;ukan gugatan dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy Akad Pemblayaa\ Rahn
tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para
‘Tergugat, yang telah b terai cukup, di ip, “dan‘cocok dengan
aslinya, terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat telm melakukan Akad
Pembiayaan Rahn tanggal 03 Mei 2016, Penggugat memberikan pinjaman Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hutang tersebut akan dibayarkan secara
angsuran oleh Para Tergugat, jangka waktu pembayaran 48 bulan, jumiah
angsuran seliap bulan Rp7.996.667,00 dengan rincian Rp4.166.667,00 sebagai
pengembalian pokok pinjaman’ Iai‘ p3.800.000,00 sebagai pembayaran jasa
pemeliharaan, dengan ketentuan jatuh tempo tanggal 03 Mei 2020;

Menimbang, bmwabukh P.3 berupa fotocopy Surat informasi mengenai

penyelesaian sehs:h an, yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen,
dan cocok dengan a ihya sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti
surat, namun secarv%na!enal isi bukti tersebut menerangkan Tergugat | telah
diajak bertem loleh Penggugat untuk menyelesaikan selish dalam Akad .
Pembtayam Nomor 102040000774 atas nama Tergugat |, sedangkm bukti
bukti P 2 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07
“ fanggal 03 Mei 2016 yang telah membuktikan akad yang menyangkut pokok
.perkara ini, oleh karena bukti P.3 tidak sinkron dengan bukti P.2; maka patut
' dikesampingkan untuk Penggugat:
Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotocopySumt»Penngata\ | kepada
Tergugat | tanggal 25 Maret 2021, bermeterai up, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat fonnal sebagai alat bukti surat,

namun secara material isi bukti tersebut menerangkan Tergugat | telah diberi
e
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peringatan | tentang telah telj_adin'ya cedera janji karena keterlambatan
pembayaran, dan peringatan imtuk melunasi tagihan atas pelaksanaan akad
Rehn Nomor 4740207563 tanggal 03 Mei 2016 dengan Plafond
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), angsuran per bulan Rp7.996.667,00
dengan 36 kali. angsum jatuh tempo tanggal 03 Mei 2019, karena bukti
tersebut tidak’fsiqkmﬁ dengan Nomor akad sebagaimana tertulis dalam Master .
pembiayaan adaleh 002-74-004563-07, tanggal 03 Mei 2016 dan akad yang
dnlakukm adataﬁ akad Rahn dengan pinjaman berjumiah Rp20000000000
namun dengan angsuran per bulan Rp7.996.667 67, jangka waktunya 48 bulan
‘dan tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, maka bukti P 4 paut dxkesampmgkan
“untuk Penggugat; 2. "
Menimbang, bshwa bukti P.5 berupa fotocopy "’Surat Peringatan Ii
kepada Tergugat | tanggal 14 April 2021, bennete_ra'r'cukup. di-nazegelen, dan
cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarét‘ formal sebagai alat bukti
surat, namun secara material isi bukti tevsebut menerangkan Tergugat | telah
diberi peringatan il untuk mebnasuvwgmm atas pelaksanaan akad Murabahah
Nomor 4740207563 tanggal 03 Mﬁ 2016 dengan Plafond Rp200.000.000,00
(dua ratus uta rupish), angstg! per bulan Rp8.025.555,00 dengan 36 kali
angsuran, jatuh tempo taru'éil 03 Mei 2019, karena bukti tersebut tidak sinkron
dengan Nomor akad }s!pagﬂmana tertulis dalam Master pembiayaan adalah
002-74-004563-07;. 'aﬂ akad yang dilakukan adalah akad Rahn, dengan
pinjaman berjumlah, p200.000.000,00 angsuran per bulan Rp7.996.667,67
5angka wakiu 46 ulan, tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, maka bukti P.5 patut p
dskesammngkan untuk Penggugat;

Memmbang, bahwa bukti P. 6 berupa berupa fotocopy Surat Peﬁnéatan

3 m”kepada Tergugat | tanggal 25 Maret 2021, bermeterai chup, di-nazegelen,
" dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti
surat, namun secara material isi bukti tersebut mene;a_ngkah Tergugat | telah
diberi peringatan Il untuk melunasi tagihan atas .Ap'e“laksanm akad Rahn
Nomor 4740207563 tanggal 03 Mei 2016 dengan:Plafond Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), angsuran per bul p&.055.555,00 dengan 36 kali
angsuran, jatuh tempo tanggal 03 Mei 2019, karena bukti tersebut tidak sinkron
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dengan Nomor akad sebagalmana tertulis dalam Master pembiayaan adalah
002-74-004563-07, dan akad yang dilakukan adalah akad Rahn, dengan
pinjaman berjumiah Rp200 000.000,00 angsuran per bulan Rp7.996.667,67
jangka wakiu 48 bul tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, maka bukti P.6 patut
dikesampingkan, unmk Penggugat

Memmbmg bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotocopy Kartu
Angsuran atas nama Tergugat | (Tergugat 1), yang telah bemmeterai cukup,
dl-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi.syarat formal
sebagar alat bukti surat, bukti tersebut berupa Kartu Angsuran atas nama

"dgbitur Tergugat | dalam kontrak dengan nomor SPK 102040060774, namun isi

L bukti tersebut secara material menjelaskan jangka waktu'36 angsuran / bulan

Rp5.555.600,00 dan tanggal jatuh tempo 03 Mei«2019, sedangkan dali
Penggugat pada posita nomor 2 yang dibuktikan dengan bukti P.7 berbunyi
“berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn, hu'ang tersebut akan dibayarkan secara
Angsuran oleh Para Tergugat setiap mlamya sejumiah Rp. 7.996.667,00 dan
akan dibayarkan sebanyak 48 bulm dengan jatuh tempo akhir tanggal 03 Mei
2020", dan kontrak ini telah di ku lengan bukti P.2 berupa fotocopy Akad
Pembiayaan Rahn dengan norﬁbq_Akad 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei
2016, dengan demikian gﬁn&m dalil gugatan dengan bukti tidak sinkron atau
kontradiktif, oleh karen:
Penggugat; § b

Menimbang, bahwa 3 orang saksl yang diajukan Penggugat telafi
memberikan keli‘lténgm dibawah sumpah, yang pada pokoknya 3 orang saksi
Penggugat mengetahui KSPP Syariah (Penggugat) dengan Para Tergugat
pada tanggal 3 Mei 2016 terjadi akad pembiayaan Rahn dengan pmlsh Rp.

kti tersebut patut dikesampingkan untuk

+,200,000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu pembayam 48 buian

.. dengan angsuran Rp7.996.667,00 (tujuh juta sembilan ratus:sembilan puluh

s enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulmdan dengan agunan

3 BPKB terdiri 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB aep‘eda motor, selanjutnya
Saksi 1 dan Saksi 3 Penggugat menemgl;gj""Paﬁ' Tergugat pada bulan
Juni, Juli dan Agustus 2016 membayar sesu ,»pe‘q'anjim, dan pada tanggal 07
eritahukan hendak untuk melunasi

September 2016 Para Tergugat memb
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pembiayaannya, lalu pihak Peq‘ggugat melakukan peritungan jumlah yang
harus dibayar oleh Para Tergugat, Iélu pada tanggal 08 September 2016 pihak
Penggugat membentahukm kepada Para Tergugat supaya pembayaran
pelunasan ditransfer ke rekemng atas nama Pak Abdul latif (Direktur) sejumlah
Rp1 18.639.000,00 (spratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan
ribu rupiah) Untuli"?’pembayarm pokok, jasa dan finalti, pada bulan September . .
2016 Para Tepgugat membayar pelunasan jika dihitung dengan 3 kali angsuran
yang tsim’dllakukan keseluruhannya berjumlah Rp130.000.000,00 (seratus tnga
puluh.juta rupiah), sesuai dengan jumiah yang telah dihitungkan oleh petugas
Penggugat, namun waku itu system dalam computer sedang error sehingga
““terjadi jumliah yang berbeda dengan yang sebenamyatharus dibayar oleh Para
' Tergugat, dan terdapat selisih sejumiah Rp70.QQQ,000",00 (tujuh puluh juta
rupiah), Saksi mengetahui ada selisih penpmlman.kérena system error itu
dalam waktu 1-3 minggu setelah pembayaran: pelinasan dan jaminan telah
dikembalikah kepada nasabah (Para Tergugat),/bahwa di KSPP Syari'ah Prima
Artha setiap sore selalu dilalgk 7 dosng, ketika Para Tergugat aken

melakukan pelunasan telah diliﬁ_ét rangsuran dan acuannya di system IT,
dan ada tanda tangan dari Pjﬁ'. .Kepala Cabang serta Direktur, prosedur
pengembalian jaminanpun &lakukm melalui tahapan order ke admin layanan,
kemudian order kepala : ébefasucnal dan kemudian ke petugas ADB, jadi
sudah sesuai p edur pe;gemballm barang jaminan, pihak Penggugat
mengetahui ad’ ‘seligh peritungan sejumiah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta
ruplal) ymg beium dibayar oleh Para Tergugat setelah jaminan dikembalikan
kepada Pare Tergugat sekitar 1-3 minggu;

Memmbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat, bukti P.2

‘qdéh' keterangan Saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim

dapat menemukan fakta sebagai berikut:
1. Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Akad Pembnaya’\ Rahn
dengan Nomor Akad 002-74-004563-07, pada han Selasa tanggal 03
Mei 2016;
2. Penggugat memberikan pemblayaan kepada para Tergugat sejumlaeh
200.000.000,00 (duaratus juta rupigh).-
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3. Para Tergugat berkewajiban "membayar dalam jangka waktu selama 48
(empat puluh delapan) Eylm dengan angsuran setiap bulannya sebesar
Rp7966.666.67700”~ dibulatkan menjadi Rp7.966.667,00 dengan
perincian cicilan“pokok pembiayaan Rp.4.166.666,67,00 dibulatkan
menjadi Rp.4: 66667 00 dan jasa/ ujroh Rp. 3.800.000,00; ;

4. Dalam akad telah ditentukan wakiu jatuh tempo sampai tanggal O?Mel
2020

] .qra Tergugat telah memberikan jaminan benda bergerak berupa 3

BPKB terdiri 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB sepeda motor;

% ;. 6. Para Tergugat pada bulan Juni 2016, Juli 2016 dan'bulan Agustus 2016
telah membayar angsuran sesuai akad berjunup“eapéa.eeo.om (dua
puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh:ribl. satu rupiah) untuk
pembayaran pokok dan jasa, dan pada mnggal‘os September 2016 Para
Tergugat melakukan pelunasan yang ‘f\atas perintah Penggugat
membayar angsuran dengan cara‘mentransfer ke rekening atas nama
Penggugat yang jumishnya sesuai kbetunpk dari Penggugat, untuk

pembayaran pokok, jasa’c _ari

7. Pada 2 hari setelah pelunasan ( tanggal 10 September 2016) Penggugat
dengan mengacu «pa"da standar ' pelayanan mengembalikan jaminan
benda bergerak : 8 3 BPKB terdiri 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB
sepeda motor kepaaa F;ara Tergugat;

8. Pengg.agat mmyadan adanya selisih kekurangan pembayaran sejumiah
Rp7000000000 (tujuh puluh juta rupiah) dari Para Tergugat dalam .
waktu 1-8'minggu setelah dilakukan pelunasan oleh Para Teigugat dan
Penggugat mengembalikan jaminan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dlatas hakim
berkesnmpulm Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil. ngatmnya tentang
'Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada gougat, atas alasan
adanya selisih kurang yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melakukan
pelunasan terhadap Akad Pembiayaan Rahn:';Néﬁnor 002-74-004563-07
tanggal 03 Mei 2016 antara Penggugat dan. Para Tergugat, oleh karena itu

patut ditolak; -
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Menimbang, bahwa terh adap petitum gugatan angka 2 yaitu menyatakan
secara hukum Akad Per;ubiafaan'Ra\n tanggal 03 Mei 2016, yang dibuat
antara Penggugat dara Para Tergugat adalah sah dan mengikat, Hakim
mempemmbangkan bahwa oleh karena kedua belah pihak telah melaksanakan
akad tersebut secara suka rela sampai pada pelaksanaan pelunasan dan.:
mengembalian , jaminan, maka Akad Pembiayaan Rahn, Nomor . .
002-74-004563-57 tanggal 03 Mei 2016 antara Penggugat dan Para Tergugat
dmyatskm sah secara hukum, namun oleh karena akad tersebut telah ditutup
dengm pelunasan pembayaran pembiayaan sesuai kesepakatan kedua belah

~pihak maka akad tersebut telah selesai atau telah berakhi kgrena pelunasan,
oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 2 patut &mlék;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 g;gétah Penggugat yaitu
menyatakan secara hukum bahwa akad pembiayélan,Rahn tertanggal 03 Mei
2016 belum lunas walaupun jaminan telah diambil oleh Tergugat, dengan
alasan perhitungan Penggugat ada selisith?QOOO 000,00 akibat system error
Hakim mempertimbangkan bahwa beraasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 3
Penggugat yang menerangkan ada”bu!m Juni, Juli dan Agustus 2016 Para
Tergugat telah mengangsur sesuai akad dan pada bulan September 2016 Para
Tergugat telah membayacpe
setelah pelunasan plhak ngat melakukan pengembalian barang jaminan
sesuai prosedurpan ambahm barang jaminan dilakukan melalui tahapan order

nasan sesuai perhitungan Penggugat dan 2 hari

ke admin Iayq)an.,k%udlan order kepala bagian operasional dan kemudian k_e
petugas ADB d"m-ga'l demikian pengembalian barang jaminan kepada Para
Tergugat telah dilakukan sesuai SOP dan ada wakiu yang cukup, maka Hakim
tidak sependapat dengan Penggugat bahwa selisih perhitungan tersebut
“.disebabkan oleh system pada computer eror, karena apabnlq terjadi system
.error maka aplikasi atau sistem operasi akan secara otoMs berhenti diproses
atau dijalankan, sehingga pihak Penggugat tldak akan dapat melakukan
perhitungan atas jumlah yang harus dibayar oleh. Para Tergugat sebelum
system kembali normal, dan dengan mempemaﬁkm bahwa kesalahan
Penggugat dilakukan berulang kali yaitu tldak hz—nya pada saat Penggugat
melakukan perhitungan jumiah pelunasan yang hawus dibayar oleh Para
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Tergugat, tetapi juga terjadi séta{gﬁhya, yaitu pada pemberian informasi selisih
yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, pada peringatan |,
peringatan Il dan penngaim Wl yang tidak sinkron dengen Akad Pembiayaan
Rahn, Nomor 002:74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016 antara Penggugat dan
Para Tergugat, hal ini menunjukkan adanya human eror atau kesalahan yang
diakibatkan oleh [alainya sumber daya manusia baik secara sengaja maupun
tidak sengaja, : contohnya dalam Penggugat menginput data sehingga
memmbulkm selisih perhitungan yang pada akhimya memmbulkan ‘kerugian
pada Pengg;gat sebagai lembaga pengelola dana dan bisa ;uga menimbulkan

*kerugian bagi nasabah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotocopy pgrmohanan pandangan
aspek Syar’ah kepada Dewan Pengawas sy;ﬁ'gi"‘..benneterai cukup,
di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan
Penggugat memohon pandangan aspek syari'ah: at;s pemasalahan Penggugat
dengan Para Tergugat kepada Dewan Pengauas Penggugat, sedang bukti P.9
berupa fotocopy Tanggapan Dewm Pengawas Syari’ah Penggugat bermeterai

cukup, di-nazegelen, dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan
Dewan Pengawas Syari'ah Pﬁngg.:gat memberikan pandangan bshwa
Penggugat berhak atas g(ekurmgan pembayaran hutang/ pembiayaan dari
anggota, atas pandangan Dewen Pengawas Syariah Penggugat tersebut
Hakim menghormati ’akan tetapn Hakim berpendapat pandangan tersebut tidak
tepat dalam pelka‘
kesalman—kesalmm Penggugat dari sisi sumber daya manusia (human error)
dalam. menge!da keuangan, dan bukan merupakan akibat dari system error
pada computer semata, oleh karena itu kedua bukti tersebut tndak mengikat
bagi Hakim; 2

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang gugatan: Pmdgugat petitum
nomor 7 yang berbunyi menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng
untuk membayar lunas semua kewajiban Para Terguaxa?kepada Penggugat dan
membayar ganti kerugian materiil yang dialami. ;q)'éh Penggugat, Hakim
berpendapat dengan berakhimya akad dan v"k bélikannya barang jaminan
tidak adalagi kewajiban Para Tergugat kepa&a Penggugat terkait dengan Akad

ini karena timbulnya kerugian Penggugat akibat dari
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Pembiayaan Rahn, Nomor 603774004563-07 tanggal 03 Mei 2016, dan
kerugian materiil yang dialanii/,oleh Penggugat sebagai akibat human emor
dalam perhitungan yeng. dilakukan oleh Penggugat tidak layak untuk
dibebankan kepada Para Tergugat oleh karena gugatan Penggugat tersebut
patut ditolak; \
Mengmbaq'g’; bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak, maka gugatan
Pengg\.get'ped'a petitum lainnya karena bersifat asesor terhadap gugaten
ok patut difolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pthak yang kalah,
"maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul“dalam perkara ini
“dibebankan kepada Penggugat; i,

Memperhatikan segala ketentuan pemndax‘g;,qu!mg‘m dan dalil syar'i
yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menolak gugatan Penggugatselumhnya '
2. Menghukum Penggugat uniu embayar biaya perkara ini sejumiah
Rp495.000,00 (empat ratus semhilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian put.ismw i—\_ﬁ&m:hka\ pada hari Senin tanggal 08November
2021 Masehi bertepa lengan tanggal 03 Robi’ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Hj.
Juhami, S. H M . Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal,
putusan mana ducapkm dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hak)m tersebut dengan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H;, MH.
sebaga| Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Terguga’t,

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal

Dra. Lilik Mahsun, SH., MH. Juharni, SH., MH.

Perincian Biaya:

Hal 23 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn
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Biaya Pendaftaran
Biaya Proses

Biaya Pemanggilan
PNBP

I Biaya Redaksi
I Biaya Materagig'
|

= Rp
: Rp
Jumiah : Rp
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama . Heni Safitri

Nim : 1917301020

TTL . Banjarnegara, 24 September 2000

Alamat . Pekauman Rt 05 Rw 02, Kec Madukara,
Kab. Banjarnegara

Agama . Islam

Nomor HP : 082323598762

Email . henisafitri)0O0@gmail.com

Nama Ayah : Tukim

Nama lbu . Sariyem

Riwayat Pendidikan Formal

- MIN 3 Banjarnegara

- MTs N 2 Banjaregara

- MAN 2 Banjarnegara

- UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Riwayat Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Darul Abror

Purwokerto, 30 Agustus 2023

Heni Safitri



